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PENGANTAR

Muktamar IDI XXI Tahun 1991 di Yogyakarta menetapkan Kode Efik.
Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan KODEKI yang isinya
merupakan hasil seminar tertulis penyempumaan Kode Etik Kedokteran Indo-
nesia yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran {(MKEK)
Pusat dan beberapa penyempumaan oleh Muktamar.

Dengan demikian KODEKI yang semula terdiri dari Pasal-Pasal dan
penjelasannya maka sesuai dengan ketetapan Muktamar XX disusun menjadi

1. KODEKI
Berisi pasal dan penjelasan ringkas.
2 Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Berisi penjelasan dan petunjuk serta contoh pelaksanaan KODEKI.

Pada hakikatnya kedua buku tersebut bukan dua hal terpisah, namun
harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Melalui Musyawarah Kerja Nasional {Mukernas) Etika Kedokteran Il
Tabun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEK]
guna menyesuaikan dengan tantangan permasalahan yang ada. Dalam KODEKI
Revisi Tahun 2001 ini, dimasukkan addendum penjelasan khusus dan beberapa
pasal dan addendum khusus permasalahan implementasi KODEKI untuk
memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang pada Pedoman
Pelaksanaan KODEKI. Jumlah pasal pada KODEKI juga disesuaikan dengan
perkembangan yang ada. Untuk selanjutnya Mukernas Etika Kedokteran |l
menganjurkan agar permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
etik dimana sifatnya sangat dinamis dapat selalu dibahas melalui rapat-rapat
rutin MKEK, untuk sementara di masukkan dalam addendum terlebih dahulu
sambil menunggu ketetapan yang secara organisasi dapat lebih
dipertanggungjawabkan

KODEKI bersifat lebih langgeng, sedangkan pedoman pelaksanaan
KODEKI dapat berubah sesuai perubahan tata nilai, serta keadaan yang
dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata nilai setempat.

Semoga buku ini dapat menjadi pedoman bagi profesi kedokteran dalam
mengamalkan profesinya secara baik.

Jakarta, Januari 2002
MKEK Pusat



SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah S¥YWT, Tuhan yang senantiasa
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas
keprofesian.

Salah satu upaya untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah melalui
profesionalisme dibidang kesehatan berupa upaya untuk meningkatkan dan
memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dimaksud, tentu saja belum cukup
bila tidak didukung dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi.
Demikian halnya pelayanan dibidang kedokteran pelaksanaan nilai-nilai luhur profesi
yaitu etik kedokteran mutlak diperlukan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Pengurus Besar |katan Dokter Indonesia
menyambut gembira atas terbitnya buku "Kode Etik Kedckteran Indonesia dan
Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.” Buku terbaru ini
merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya yang dilakukan pada Musyawarah
Kerja Nasional (Mukernas) Etika Kedokteran Ill Tahun 2001. Revisi dilakukan dalam
rangka mengantisipasi perkembangan iptek kedokteran dan sekaligus untuk
memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang sekitar Pedoman
Pelaksanaan KODEK].

Dilakukannya revisi, membuktikan bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak
statis, melainkan sangat dinamis, sehingga menjadi keharusan bagi masyarakat
kedokteran Indonesia untuk senantiasa memonitor dan mengevaluasinya. Harapan
kami, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijadikan pegangan
oleh para dokter dalam penyelenggaraan praktik profesi kedokteran. Begitu pula
kepada para calon dokter yang sementara belajar di Fakultas Kedokteran, mudah-
mudahan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari
etika kedokteran.

Selanjutnya kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK)
|katan Dokter Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas
penyempurnaan dan penerbitan buku ini, semoga segala usaha dan
kesungguhannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Bilahit Taufiq Walhidayah,

¥i



IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION})
PENGURUS BESAR

4l Dr. G.5.5.Y. Ratulangie No. 29 - Telp. 3150679 - 3900277 - 3926910 - Fax: 3900473

Enail : phidi@idola.netid - Jakarta 10350

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

NO. 221/PB{A-4/04/2002
TENTANG

PENERAPAN KCDE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDCNESA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

1.
2.
3.

. Bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran diperlukan

adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai
pedoman.

. Bahwa Kode Etik Kedckteran Indonesia (KODEKI)

merupakan pedoman bagi dokter Indenesia anggeta IDI
dalam melaksanakan prakiek kedckteran.

. Bahwa KODEKI yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi

dengan situasi kondisi yang berkembang sesuai dengan
pesatnya kemajuan Iptekdck dan dinamika etika global
yang ada.

. Bahwa KODEKI sebagaimana pada butir 3 diatas dalam

rangka penerapannya perlu ditetapkan melalui Surat
keputusan.

Anggaran Dasar ID| Bab Il pasal 5, 6 dan 7

Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. IDI XXIV/10/2000
SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November 2000

Hasil Mukernas Etik Kedckteran Il yang diselenggarakan
pada tanggal 21 - 22 April 2001 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Keputusan PB 101 tentang Penerapan Kode Etlk
Kedokteran Indonesia

Mencabut KODEK! hasil Rakernas MKEK-MP2A tahun 1993
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Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Ketua Umum,

NPA. IDI : 6.094

Menetapkan penerapan Koede Etik Kedckteran Indcnesia
(KCDEKI) hasil Mukernas Etik Kedckteran |1l tahun 2001
sebagai pedoman etik bagi dekter dalam menjalankan profesi
kedckteran.

Dengan penerapan Kode Etik Kedokteran Indenesia
sebagaimana butir kedua tersebut, maka semua dokteryang
menjalankan profesi kedokterannya wajib berpegang teguh
pada KODEKI tersebut.

Seluruh Pengurus Wilayah, Cabang dan Badan Kelengkapan
crganisasi |IDI lainnya wajib menyebar luaskan KODEKI
tersebut kepada seluruh dokter di wilayah kerjanya masing-
masing.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
pembuatannya akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2002

Sekretaris Jenderal,

NPA. IDI : 32.552
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MUKADIMAH

Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia,
sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang
pengobat dan penderita. Dalam zaman modern, hubungan ini disebut
hubungan kesepakatan terapeutik antara dokter dan penderita (pasien)
yvang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai
(konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan
kekhawatiran makhluk insani.

Sejak terwujudnya ssejarah kedokteran, seluruh umat manusia
mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar {funda-
mental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik
dan bijaksana, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi,
kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta
kesejawatan yang tidak diragukan.

Inhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani, Galenus dari Roma,
merupakan beberapa ahli pelopor kedokieran kuno yang telah
meletakkan sendi-sendi permulaan untuk terbinanya suatu tradisi
kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran
yang tampil ke forum internasional, kemudian mereka bermaksud
mendasarkan tradisi dan disiplin kedokieran tersebut atas suatu etk
profesional. Etik tersebut, sepanjang masa mengutamakan penderita
vang berobat serta demi keselamatan dan kepentingan penderita. Etik
ini sendiri memuat prinsip-prinsip, yaitu: beneficence, non maleficence,
autonomy dan justice.

Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma
etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki asas-
asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan
terus. Khusus di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang sama-sama
kita akui sebagai landasan Ildiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan struktural.

Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan
keluhuran ilmu kedokteran, kami para dokter Indonesia baik yang
tergabung secara profesional dalam |katan Dokter Indonesia, maupun
secara fungsional terikat dalam organisasi bidang pelayanan, pendidikan
serta peneslitian kesehatan dan kedokteran, dengan Rakhmat Tuhan
Yang Maha Esa, telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI), yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut:
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KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah
dokter.

Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai
dengan standar profesi yang tertinggi.

Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh sesuaiu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Pasal 4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji
diri.

Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis
maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah
memperoleh persetujuan pasien.

Pasal 6
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji
kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7
Seorang dokier hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah
diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 7a
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan
medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai
rasa kasih sayang {compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan
sejawainya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui
memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan
penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien



Pasal 7c
Seorang dokter harus menghormmati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makluk insani.

Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan
kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik
fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenar-benarnya.

Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,
ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit
tersebut.

Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa
dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan
atau dalam masalah lainnya.

Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu
memberikannya.



KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 14
Setiap dokter memperakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.

Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali
dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik.

Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran/kesehatan.



PENJELASAN
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960.
Lafal ini terus disempumakan sesuai dengan dinamika perkembangan intemal
dan eksternal profesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun
internasional. Penyempumaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik
Kedokteran Il, tahun1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran {MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A),
tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Ill, tahun
2001.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi
kedokteran mutakhir, yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/
jenjang pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat.

Pasal 3

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

1 . Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan
ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.

2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya,
kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.

3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat,
perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat
mempengaruhi pekerjaan dokter.

4.  Melibatkan diri secaralangsung atau tidak langsung untuk mempromosikan
obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Pasal 4

Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi
yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa
semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas batas
yang wajar.

Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan
Etik:
a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.
b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik

lisan maupun dalam tulisan.



Pasal 5
Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan
demi kepentingan pasien.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara
lisan, tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 7a
Cukup jelas.

Pasal 7b
Cukup jelas.

Pasal 7c
Cukup jelas.

Pasal 7d
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter
yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang
wakliu itu sedang menangani pasien.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia
jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.

Pasal 13
Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam
jiwanya



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien
yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu
dokter yang telah terebih dahulu melayani pasien tersebut.
Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan
tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap

memperhatikan kesehatan pasien yang bersangkutan sampai dengan saat
pasien telah ditangani oleh dokter lain.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.



PEDOMAN PELAKSANAAN
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
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MUKADIMAH

Mukadimah KODEKI menunjukkan bahwa profesi dokter sejak
perintisannya telah membuktikan sebagai profesi yang luhur dan mulia.

Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh & sifat dasar yang harus
ditunjukkan oleh setiap dokter yaitu :

Sifat ketuhanan.
Kemumian niat.

Keluhuran budi
Kerendahan hati.
Kesungguhan kerja
Integritas ilmiah dan sosial.

@ o ken=

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan
manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan
kesepakatan terapeutik.

Agar dalam hubungan tersebut keenam sifat dasar di atas dapat tetap
terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan
kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi.

Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup
bermasyarakat, yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh Bangsa In-
donesia sebagai falsafah hidup bangsa.

11



KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah
dokter.
Penjelasan dan pedoman pelaksanaan

Sebagai hasil Muktamar lkatan Dokter Sedunia (YYMA) di Geneva pada bulan
September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Syd-
ney bulan Agustus 1968,

Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis
Pertimbangan Kesehatan dan Sya'ra Departemen Kesehatan R| dan Panitia Dewan
Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan
Pemerintah No. 26 tahun 19680 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja
Nasional Etik Kedokteran || yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember
1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini
disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota {MP2A),
20-22 Mei, 1993.

Perkembangan mendasar terjadi pada WMA General Assembly di Stockholm
yang ke 46, September 1994, terutama yang berkaitan dengan butir sumpah yang
menyatakan " Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani
mulai dari ........(saal pembuahan atau awal kehidupan). Lokakarya Ratifikasi
Amandemen Deklarasi Geneva tentang sumpah dokter ini untuk dokter di Indone-
sia telah dilakukan oleh MKEK pada bulan Oktober 2000, dengan
merekomendasikan mengganti kalimat saaf pembuahan yang selama ini
dipergunakan dalam angkat sumpah dckter Indonesia, menjadi awa/ kehidupan.
Pertentangan tentang penggantian kalimat pada butir ini muncul pada saat Muktamar
IDI XXV Tahun 2000, sehingga mengamanatkan PB |D| periode kepengurusan
2000-2003, untuk menyelenggarakan pertemuan Khusus untuk menuntaskan
permasalahan tersebut. Melalui Mukernas Etika Kedokteran Ill, Mei 2001,
permasalahan ini masih belum dapat diselesaikan, sehingga diputuskan tetap
memakai lafal sumpah sebagaimana yang tertera di bawah ini (sambil menunggu
hasil referendum dari anggota ID! untuk memilih a}. apakah pasal ini dihapuskan
saja; b). Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani ...
mulai saat pembuahan; c}. Saya akan menjaga, memelihara dan menghomati setiap
kehidupan insani ... ; d}. Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap
hidup insani ... mulai dari awal kehidupan).

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2, Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan
bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3 Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur
profesi kedckteran.
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4, Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian
saya.

5 Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang

bertentangan dengan perikemanusian, sekalipun di ancam.

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat.

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh
oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik,
kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap
pasien.

2} Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan
terima kasih yang selayaknya.

10.  Saya akan perlakukan teman sejawat saya sepeiti saudara sekandung.

11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan
mempertaruhkan kehomatan dini saya.

~ G

Pengambilan Sumpah Dokter:

Pengambilan sumpah dokter menpakan saat yang sangat penting artinya bagi
seorang dokter, karena pada kesempatan ini ia berikrar babwa dalam mengamalkan
profesinya, ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya
sebagai sumpah. Oleh karena itu upacara pengambilan sumpah hendaknya dilaksanakan
dalam suasana yang hikmat.

Suasana hikmat dapat diwujudkan bila upacara pengambilan sumpah dilaksanakan
secara khusus, mendahului acara pelantikan dokter.

Untuk yang beragama Iskam, "Demi Allah saya bersumpah”. Untuk penganut agama
lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing-
masing. Sesudah itu lafal sumpah di ucapkan secara bersama-sama dan semua peserta
pengambilan sumpah.

Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah di ganti dengan
janji.

Yang wajib mengambil sumpah.

Semua dokter Indonesia.

Lulusan pendidikan dalam neger maupun luar negeri wajib mengambil sumpah
dokter.

Mahasiswa asing yang belajar di Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia juga
diharuskan mengambil sumpah dokter Indonesia.

Dokter asing tidak harus diambil sumpahnya karena tamu, ia menjadi tanggung
jawab instansi yang memperkerjakannya. Dokter asing yang memberi pelayanan
langsung kepada masyarakat Indonesia, harus tunduk pada KODEKI.

Penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan lafal sumpah dokter

Beberapa kata dalam sumpah dokter, yang memerlukan penjelasan antara
lain :
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a. Dalam pengertian “Guru-guru saya" termasuk juga mereka yang pemah
menjadi guru/dosennya.

b. Dalam ikrar sumpah yang keempat, dikemukakan bahwa dalam
menjalankan tugas seorang dokter akan mengutamakan kepentingan
masyarakat.

Dalam pengertian ini tak berarti bahwa kepentingan individu pasien
dikorbankan demi kepentingan masyarakat tetapi harus ada keseimbangan
pertimbangan antara keduanya.

Contoh ekses yang dapat timbul :

Seorang dokter melakukan eksperimen pada pasiennya tanpa
memperhatikan keselamatan pasien tersebut demi kepentingan masyarakat
{Neurenberg trial).

Pelayanan KB massal kadang-kadang menyampingkan kepentingan
individu demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam perang dibenarkan adanya korban prajurit demi kepentingan negara.

Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya
sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi
kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang
tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.

lImu kedokteran yang menyangkut segala pengetahuan dan ketrampilan
yang telah diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk, sesuai dengan
fitrah dan kemampuan dokter tersebut. Etika umum dan etika kedokteran harus
diamalkan dalam melaksanakan profesi secara tulus ikhlas, jujur dan rasa cinta
terhadap sesama manusia, serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan
berbagai sifat lain yang terpuji, seimbang dengan martabat jabatan dokter.

liazah yang dimiliki seseorang, merupakan persyaratan untuk memperoleh
ijin kerja sesuai profesinya (SID(Surat ljin DokterSP({Surat Penugasan)). Untuk
melakukan pekerjaan profesi kedokteran, wajib dituruti peraturan perundang-
undangan yang berlaku (SIP. yaitu: Surat ljin Penugasan).

Dokter mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap
manusia lain dan hukum, tetapiterpenting adalah terhadap keinsyafan bathinnya
sendiri, dan akhimya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya
akan menerima hasil usaha dari seorang dokter, kalau ia percaya akan keahlian
dokter itu dan kesungguhannya, sehingga mereka tidak menganggap menjadi
masalah bila usaha penyembuhan yang dilakukan gagal. Dengan demikian
seorang dokter harus menginsyafi betapa beratnya tanggung jawab dokter. Perlu
diperhatikan bahwa perbuatan setiap dokter, mempengaruhi pendapat orang
banyak terhadap seluruh dokter.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah
seluruh kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perikemanusiaan.
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Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhl oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan.

Seluruh Kode Etik Kedokteran Indonesia mengemukakan betapa luhur
pekerjaan profesi dokter. Meskipun dalam melaksanakan pekerjaan profesi,
dokter memperoleh imbalan, namun hal ini tidak dapat disamakan dengan usaha
penjualan jasa lainnya.

Pelaksanaan profesi kedokteran tidak ditujukan untuk memperoleh
keuntungan pribadi, tetapi lebih didasari sikap perikemanusiaan dan
mengutamakan kepentingan pasien.

1. Hal-hal berikut dilarang :

a. Menjual contoh obat {free sample) yang diterima cuma-cuma cari

perusahaan farmasi.

b. Menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang
bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.

c. Mengijinkan penggunaan nama dan profesi sebagai dokter untuk
kegiatan pelayanan kedokteran kepada orang yang tidak berhak,
misalnya dengan namanya melindungi balai pengobatan yang tidak
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu atau tanpa indikasi
yang jelas, karena ingin menarik pembayaran yang lebih banyak.

e. Kunjungan ke rumah pasien atau kunjungan pasien ke kamar praktek
hendaklah seperlunya saja supaya jangan menimbulkan kesan seolah-
olah dimaksudkan untuk memperbanyak imbalan jasa. Hal ini perlu
diperhatikan terutama oleh dokter perusahaan yang dibayar menurut
banyaknya konsultasi.

. Melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud
supaya prakiek lebih dikenal orang lain dan pendapatannya bertambah.
Misalnya mempergunakan iklan atau mengizinkan orang lain
mengumumkan namanya dan atau hasil pengobatannya dalam surat
kabar atau media massa lain.

g. Meminta dahulu sebagian atau seluruh imbalan jasa perawatan/
pengobatan, misalnya pada wakiu akan diadakan pembedahan atau
pertolongan obstetri.

h. Meminta tambahan honorarium untuk dokter-dokter ahli bedah/
kebidanan kandungan, setelah diketahui kasus yang sedang ditangani
temyata sulit, dimana pasien yang bersangkutan berada pada situasi
yang sulit.

i. Menjual nama dengan memasang papan prakiek di suatu tempat
padahal dekter yang bersangkutan tidak pernah atau jarang datang ke
tempat tersebut, sedangkan yang menjalankan prakiek sehari-harinya
dokter lain bahkan orang yang tidak mempunyai keahlian yang sama
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dengan dokter yang namanya terbaca pada papan praktek.
Mengekploitasi dekter lain, dimana pembagian presentasi imbalan jasa
tidak adil.

Merujuk pasien ke tempat sejawat kelompoknya, walaupun di dekat
tempat prakieknya ada sejawat lain yang mempunyai keahlian yang
diperlukan.

Secara sendiri atau bersama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan
kedokteran dalam segala bentuk :

a.

Merendahkan jabatan kalau dokier bekerjasama dengan crang atau
badan yang tidak berhak melakukan praktek dokter. Dengan demikian
ia melindungi perbuatan crang/badan yang bersangkutan.

Rujukan dokter umurn ke dokter ahli harus benar-benar ditaati, yang
disediakan memang benar pelayanan rujukan dokter spesialis, bukan
pelayanan dokter umum atau dokter umum yang sedang menjalani
pendidikan spesialisasi.

Menerima imbalan selain dari pada jasa yang layak sesuai dengan
jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak
pasien.

a.

Seorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan
orang lain, berhak menerima upah. Demikian pula secrang dokter,
meskipun sifat hubungan dckter dan pasien tidak dapat sepenuhnya
disamakan dengan itu.

Pada zaman purbakala, crang mempersembahkan korban pada sang
pengcobat, sebagai penangkis setan, iblis yang menyebabkan sakit.
Sekarangpun masih berlaku kebiasaan pasien memberikan sesuatu
kepada dukunnya seperti ayam, beras ketan dan sebagainya. Jadi,
imbalan jasa yang diberikan kepada dokter sebetulnyalanjutan daripada
kebiasaan tersebut.

Pertoloengan dokter terutama didasarkan pada perikemanusiaan,
diberikan tanpa perhitungan terlebih dahulu tentang untung ruginya.
Setiap pasien harus diperlakukan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
Meskipun demikian hasil dari pekerjaan itu hendaknya juga dapat
rmemenuhi keperluan hidup sesuaikedudukan dokter dalam masyarakat.
Perumahan yang layak yang berarii tempat hidup berkeluarga yang cukup
higienis, serta tempat praktek harus mempunyai ruangan tempat
menerima pasien dengan aman dan tenang.

Alat kedokteran seperlunya, kendaraan, pustaka sederhana, santapan
rchani, kewajiban sosial dan lain-lain, semua itu memerlukan anggaran
belanja. Jadi sudah selayaknya kalau dckler menerima imbalan jasa
untuk pengabdian profesinya. Di kota besar seperti Jakarta, tempat
praktek sering terpisah dari rurnah dan ini mernerlukan biaya yang tidak
sedikit.

Karena sifat perbuatannya yang mulia maka uang yang diterimanya tidak
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diberi nama upah atau gaji, melainkan honorarium atau imbalan jasa
Besarnya imbalan tergantung pada beberapa faktor yaitu keadaan
tempat, kemampuan pasien, lama dan sifatnya pertcloengan yang
diberikan dan sifat pelayanan umum atau spesialistik.

Pedoman dasar imbalan jasa dokter adalah sebagai berikut :

Imbalan jasa dokter disesuaikan dengan kemampuan pasien.
Kermarnpuan pasien dapat diketahui dengan bertanya langsung
dengan mempertimbangkan kedudukan/mata pencaharian, rumah
sakit dan kelas dirmana pasien dirawat.
Dari segi medik, imbalan jasa dokter ditetapkan dengan mengingat
karya dan tanggung jawab dokter.
Besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas
kepada pasien. Khususnya untuk tindakan yang diduga
memerlukan biaya banyak, besarnya imbalan jasa dapat
dikernukakan kepada pasien sebelumn tindakan dilakukan, dengan
mempertimbangkan keadaan pasien. Pemberitahuan ini harus
dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan rasa cermas
atau kebingungan pasien.
Imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak
dapat diseragamkan.
Imbalan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan,
misalnya:
- Jika ternyata bahwa biaya pengobatan seluruhnya terlalu besar
untuk pasien.
- Karena penyulit-penyulit yang tidak terduga, biaya pengcbatan
jauh di luar perhitungan semula.
Dalam hal pasien dirawatdirumah sakit dan jika biaya pengobatan
seluruhnya menjadi terlalu berat, maka imbalan jasa dapat
diperingan atau dibebaskan sarna sekali. Keringanan biaya rumah
sakit diserahkan kepada kebijaksanaan pengelcla rumah sakit.
Bagi pasien yang mengalami musibah akibat kecelakaan,
perteloengan pertarna lebih diutamakan dan pada imbalan jasa.
Secrang pasien dapat mengajukan permchonan untuk
- Keringanan imbalan jasa dokter langsung pada dokter yang
merawat.
- Jika perlu dapat melalui [katan Deokier Indonesia setempat.
Dalam hal ada ketidak serasian mengenaiimbalan jasa dokter yang
diajukan kepada |katan Dokter Indcnesia, lkatan Dokter Indonesia
akan mendengarkan kedua belah pihak sebelum menetapkan
keputusannya.
Imbalan dokter spesialis yang lebih besar bukan saja didasarkan
atas kelebihan pengetahuan dan ketrampilan spesialis, melainkan
juga atas kewajiban/keharusan spesialis menyediakan alat
kedckteran khusus untuk menjalankan tugas spesialisasinya.
Imbalan jasa dapat ditarbah dengan biaya perjalanan jika dipanggil
ke rumah pasien.

17



(10)

(11)

(12)

Selanjutnya. jasa yang diberikan pada malam hari atau waktu libur

dinilai lebih tinggi dari biaya konsultasi biasa. Imbalan jasa dokter,

disesuaikan dengan keadaan, maka ketentuan imbalan jasa ini

dapat berubah.

Tentu saja segala sesuatu mengenai uang jasa sama sekali tidak

mutlak sifatnya. Dokter harus mempertimbangkan kemampuan

keuangan pasien yang kurang atau tidak mampu, dibebaskan

sebagian atau seluruhnya dari pembayaran.

Dalam hal tersebut, ikutilah perasaan perikemanusiaan. Janganlah

menuntutimbalan jasa yang lebih besar dari pada yang disanggupi

pasien karena keuntungan dan penderitaan crang lain.

Adalah tidak sesuai dengan martabat jabatan kalau secrang dokter

menerima imbalan jasa yang besarnya jauh melebihi dari pada

lazimnya. Menerima yang berlebih-lebih itu, sedikit banyak

mengurangi wibawa dan kebebasan bertindak dckter tersebut

terhadap pasien.

Lain halnya dan tidak bertentangan dengan etik, kalau secrang

pasien sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih dengan

ikhlas memberikan sesuatu kepada dekternya.

Tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa kepada

ternan sejawatinya yang mengirimkan pasien untuk konsultasi

fdichotomi) atau komisi untuk crang yang langsung ataupun tidak

menjadi perantara dalam hubungannya dengan pasien. Misalhya

pengusaha hotel, bidan, perawat dan sebagainya yang mencarikan

pasien {calo).

Imbalan jasa dokter yang bertugas memelihara kesehatan para

karyawan atau pekerja suatu perusahaan, dipengaruhi cleh

beberapa faktor yaitu banyaknya karyawan dan keluarganya,

frekuensi kunjungan kepada perusahaan tersebut dan sebagainya.

Tidak jarang tidak mengunjungi perusahaan secara berkala, hanya

menerima karyawan yang sakit ditempat prakteknya.

Ada imbalan yang tetap besarnya {fixum) tiap bulan, ada yang

menurut banyaknya konsultasi atau kembinasi dan kedua cara

tersebut.

Imbalan jasa pertelongan darurat dan pertelengan sederhanatidak

diminta dari :

- Korban kecelakaan

- Teman sejawattermasuk dokter gigi dan apoteker serta keluarga
yang menjadi tanggung jawabnya.

- Mahasiswa kedckteran, bidan dan perawat.

- Dan siapapun yang dikehendakinya.

Biaya-biaya bahan alat terbuang yang cukup mahal serta rawatan

yang ditentukan kermudian setelah pertclongan selesai diberikan.

Ancer-ancer imbalan jasa dokter ditentukan bersama cleh Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan dan

lkatan Dokter Indenesia setempat.
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Pasal 4

Setiap Dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji

diri.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Secrang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi
yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu memuiji diri adalah tidak patut.
a. Setiap perbuatan yang bersifat memulji diri.

(1)

Mempergunakan gelar kesarjanaan yang dimiliki tidak rmenurut undang-
undang berarti melanggar Etik Kedckteran. PP No. 30 tahun 1980
mengatur tentang gelar akademik dan gelar profesi.

Setiap gelar dckter hendaknya mengindahkan peraturan ini. Apabila
seorang dokter mempunyai lebih dan satu gelar, maka gelar yang
dicantumkan pada papan prakiek adalah yang sesuai dengan jasa atau
prakteknya.

Tidak dibenarkan seorang dokter mengadakan wawancara dengan pers
atau menulis karangan dalam majalah/harian untuk memperkenalkan
dan mempromosikan cara ia mengebati sesuatu penyakit, karena crang
awam yang membacanya tidak dapat menilai kebenarannya.
Satu-satunya tempat untuk mengumurnkan sesuatu yang dianggap
bermanfaat dalam bidang kedokteran ialah majalah kedokteran
sehingga akan terbukti nanti apakah yang dikemukakan itu tahan kritik
sesama ahli. Narmun demikian, wawancara dan tulisan ilmiah yang
bercrientasi kepada masyarakat dan bersifat penyuluhan serta
berdasarkan kejujuran ilmiah malahan sangat diharapkan dan secrang
dokter.

Masyarakat harus diberikan penerangan tentang berbagai kemungkinan
yang tersedia dalam ilmu kedckteran, untuk mencegah pasien datang
terlambat kepada dokter atau pergi ke tukang obat ("quacks”).
Penerangan ini dapat dilakukan rnelalui ruangan (rubrik) kesehatan
majalah/surat kabar harian.

Hampir setiap majalah mempunyai ruang mengenai kesehatan,
biasanya ruangan ini diasuh cleh secrang dckter.

Tujuan rubrik tersebut ialah memberi penerangan kepada masyarakat
supaya mereka dapat membantu usaha pemerintah mempertinggi
derajat kesehatan.

Setiap dokter yang menulis karangan yang bersifat mendidik ini, berjasa
terhadap masyarakat. Tulisan itu akan bertentangan dengan Etik
Kedckteran kalau dengan sengaja dibubuhi berbagai cerita tentang hasil
pengcbatan sendiri, karena menjadi iklan buat diri sendiri.

Kode Etik tidak mengijinkan dekter memberi kesempatan kepada orang
awam untuk menghadiri pembedahan atau menyiarkan fote pem-
bedahan dengan maksud merperkenalkan diri kepada khalayak rarnai.
Supaya jangan menyalahi etik, laporan foto tersebut hendaklah
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{7

dimaksudkan sebagai cara memberikan penerangan kepada rakyat,
bukan sebagai iklan dokter bedahnya.

Sedapat-dapatnya dokter mencegah crang lain untuk menyiarkan nama
dan hasil pengobatannya dalam surat kabar.

Dibenarkan Etik Kedokteran:

(1

Memasang iklan yang wajar dalam harian pada waktu praktek dimulai,
maksimal ukurannya dua kolom x 10 cm.

lklan dapat dipasang 3-4 kali pada permulaan praktek dan satu kali
sewaktu praktek ditutup karena cuti dan satu kali sewaktu praktek dibuka
kermnbali.

Teks iklan ini sama dengan yang tercanturn pada papan nama ditambah
dengan alamat rumah dan telepen.

Menggantungkan atau memancangkan papan nama di depan ruangan
tempat praktek.

Papan nama berukuran 40x60 cm, tidak boleh melebihi 80x80 cm, cat
putih dengan huruf hitam.

Nama gelar yang sah dan jenis pelayanan sesuai dengan surat ijin
praktek dan waktu praktek.

Papan tersebuttidak boleh dihiasi warna atau penerangan yang bersifat
iklan.

Seandainya tempat praktek berlainan dengan tempat tinggal, dapat
ditambah alarmat rumnah dan nomer telepon.

Tidak dibenarkan dicantumkan di bawah nama, bermacam-macam
keterangan seperti : "praktek umum terutama untuk anak-anak dan
wanita, atau "tersedia pemeriksaan dan pengcbatan sinar®, dan
sebagainya.

Segala penjelasan sepertiitu bersifat iklan dan tidak perlu, karena pada
kata dokter tersimpul bahwa pemilik gelar itu adalah ahli dalam ilmu
kedokteran yang cukup berpengetahuan untuk memberikan pengobatan
atau nasehat kepada pasien penyakit apapun {lihat bagian konsultasi).
Hanya dalarm hal-haltertentu saja, papan nama sesecrang dokter dapat
dipasang di persimpangan jalan yang menuju ke rumahnya dengan
gambar tanda panah menunjukkan ke ternpat praktek, dengan alasan
untuk kemudahan mencari alamatnya.

Kamar tunggu jangan berlebih-lebihan, boleh disediakan majalah, akan
tetapitidak perlu dengan minuman untuk menarik seperti tukang cukur
menyediakan rckok dan sirup.

Adalah suatu keinginan yang wajar apabila secrang dokter berusaha
untuk hidup layak tetapi hendaknya tetap menjaga dan
mempertahankan martabatnya dalam menjalankan profesinya.
Kertas resep, seperti halnya dengan papan pengenal prakiek {papan
nama) yang dibenarkan cleh Kode Etik Kedokteran ialah : Ukuran
maksimum 1/4 folic (10,5 x 16,5 cm)
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Mencantumkan nama gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai SIP, No.
SID/SP, alamat prakiek, nomoer telepon dan waktu praktek.
Seandainya ternpat praktek berlainan dengan tempat tinggal dapat
ditambah alarmat rumah dan nomor teleponnya.

Juga tidak dibenarkan mencantumkan keterangan lain terutama yang
bersifat iklan dantidak ada hubungannya dengan jenis pelayanan dokter
tersebut.

Ketentuan-ketentuan pada kertas resep juga berlaku untuk surat
keterangan dokter, amplop dekter, kwitansi dekter dan lain sebagainya.
Perlu dijaga supaya kertas resep dan surat keterangan dokter jangan
sampai digunakan crang lain, sebagaimana kadang-kadang terjadi.
Kertas resep para dokter kadang-kadang mudah ditiru sehingga perlu
pengamanan agar kita tidak terlibat dalam pemberian resep dan
keterangan yang palsu yang dilakukan crang lain.

Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis
maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien,
setelah memperoleh persetujuan pasien.

Penjelasan dan pedoman pelaksanaannya.

Seorang dokter berusaha menyembuhkan pasien dari penyakitnya dan
memulihkan kembali kesehatannya. Hubungan fisik dan psikis/mental sesecrang
adalah erat. Qleh karena itu, cara menyembuhkan penyakit merupakan variasi
dan pckok-pokek usaha dibawah ini yang dilaksanakan secara simultan
{berbarengan).

Pokok-pokok usaha itu adalah:

a. Menimbulkan dan mempertebal kepercayaan dan keyakinan pasien bahwa
ia dapat sembuh. Mengalihkan perhatiannya ke hal yang bersifat memberi
harapan. QOptimisme perlu dipelihara.

b. Mengusahakan tindakan yang digclongkan dalam usaha peningkatan
kesehatan berdasarkan kenyataan bahwa badan rmanusia mempunyai
kekuatan sendiri untuk menangkis dan menyembuhkan penyakit.

Oleh karena itu, perlu diciptakan dan dipelihara suasana dan keadaan yang

menunjang kekuatan tersebut.

¢. Menggunakan farmaka dan tindakan medis lain seperti pembedahan,
penyinaran sinar X, sinar laser, dan sebagainya.

Obat yang relatif baru seperti antibictika, analgetik stercid, dan lain-lain
cenderung mendereng dokter untuk menggunakan terapi kausal saja dengan
hanya memberikan obat paten. Dengan demikian kurang memperhatikan usaha
tersebut pada butir a dan b di atas yang sebenarnya tidak beleh ditinggalkan.

Memberikan cbat perangsang atau sebaliknya hipnetik atau analgetik pada
urmumnya dapatmelemahkan daya tahan pasien. Cleh karena itu, hanya diberikan
atas indikasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Harus dijaga supaya secrang
pasien jangan menjadi pencandu cbat.
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Keadaan psikis/mental pasien, harus diperhatikan sehingga penjelasan
tentang penyakit pasien harus dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa
penyakitnya dapat sembuh atau gejala penyakit dapat berkurang. Kepercayaan
itu dapat berkurang bila uraian tentang penyakit misalnya, keganasan, penyakit
jantung, penyakit tekanan darah tinggi dan lain-lain tidak disertai uraian tentang
penyembuhannya.

Penjelasan tentang penyakit pasien, tidak selalu perlu diberikan, tetapi bila
diberikan harus diberitahukan dengan kadar yang sesuai dengan keadaan psikis
mental pasien. Penjelasan harus menumbuhkan/menunjang kepercayaan diri
pasien bahwa ia dapat sembuh atau tidak akan bertambah parah.

Selanjutnya harus diingat bahwa "KATA YANG TEPAT DIBERIKAN PADA
WAKTU YANG TEPAT PULA" merupakan salah satu obat yang mujarab.

Pasal 6
Setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan
setiap penemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji
kebenarannya serta hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di
masyarakat.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Umumnya secrang dokter yang berprakiek tidak berkesempatan menguji
khasiat suatu cbat (baru). Sebab itu, lebih aman mempergunakan cbat dan cara
pengobatan yang telah diakui manfaatnya cleh dunia kedckteran.

Tentang berbagai penemuan baru, hendaknya dipelajari lebih dahulu segala
pendapat dari pusat ilmu kedckteran tentang segala sifatnya.

Kode etik melarang mempergunakan usaha dari hasil crang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Menyiarkan karangan crang lain seclah-clah pendapat
sendiri sangat bertentangan dengan etik pengarang. Ini namanya plagiat dan
dilarang. Pengumuman/penyebarluasan suatu penemuan juga harus berhati-hati,
terutama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Contoh:

Pengumurman secrang pakar tentang perilaku seksual remaja dan suami

yang diumumkan di media massa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah
diperiksa sendiri kebenarannya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan
Hampir setiap hari kepada secrang dokter diminta keterangan tertulis
mengenai berrmacam-macarn hal antara lain, tentang :

a. Cuti sakit

b. Kelahiran dan kermatian
¢. Cacat

d. Penyakit menular
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e.

f.

gJ.

Visum et repertum {pre justicia)

Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa, untuk lamaran kerja, untuk kawin
dan sebagainya.

Lain-ain.

Hal yang perlu diperhatikan cleh secrang dokter pada wakiu memberikan

a.

Keterangan cuti sakit dan keterangan tentang tingkat cacat.
Waspadalah terhadap sandiwara ("simulasi”) melebih-lebihkan ("aggravi®)
mengenai sakit atau kecelakaan kerja.
Berikan pendapat yang cbjektif dan logis serta dapat diuji kebenarannya.
Keterangan kelahiran dan kematian
Agar keterangan mengenai kelahiran/kematian diisi sesuai keadaan yang
sebenarnya.
Seorang dekter sesuai dengan Undang-Undang Wabah berkewajiban
melaperkan adanya penyakit menular walaupun kadang-kadang keluarga
tidak menyukainya.
Visum et repertum {pre justicia)
Kepclisian dan kejaksaan sering meminta visum et repertum kepada seorang
dokter dalam hal perkara penganiayaan dan pembunuhan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Visum agar dibuatkan dengan teliti
dan mudah dipahami berdasarkan apa yang dilihat. Selain itu visum et
repertumn haruslah objektif tanpa pengaruh dan yang berkepentingan dalam
perkara itu.

Laperan pengujian kesehatan untuk asuransi jiwa.

Laperan dekter harus objektif jangan dipengaruhi cleh keinginan dari
agen perusahaan asuransi yang bersangkutan atau calon yang
bersangkutan.

(2) Sebaiknya jangan menguiji kesehatan secrang calon yang masih atau
pernah menjadi pasiennya sendiri, untuk menghindarkan timbulnya
kesukaran dalam mempertahankan rahasia jabatan.

(3) Jangan diberitahukan kepada calon tentang kesimpulan dan hasil
pemeriksaan medik. Serahkan hal itu kepada perusahaan asuransi jiwa
itu sendiri.

(4) Penyerahan informasi medik dan peserta asuransi jiwa dapat diserahkan
kepada perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan bila ada
persetujuan tertulis dan peserta asuransi yang bersangkutan.

Keterangan mengenai kebaikan bahan makanan paten dan khasiat suatu

cbat. Seorang dckier boleh memberitahukan keterangan tentang bahan

makanan paten dan khasiat suatu cbat kalau segala syarat ilmiah sudah
dipenuhi. Pemeriksaan dan keterangan mengenai suatu bahan makanan atau
cbat sebaiknya diserahkan kepada lembaga pemerintah.
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Pasal 7a
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan
pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral
sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang {compassion) dan penghormatan
atas martabat manusia.

Pasal 7k
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien
dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia
ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang
melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien

Pasal 7¢
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya,
dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makluk insani.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan
dan kebahagiannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara
kehidupan manusia.

Kadang-kadang dokter terpaksa harus melakukan cperasi atau cara pengebatan
tertentu yang membahayakan. Hal ini dapat dilakukan asal tindakan ini diambil
setelah mempertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan/cara lain untuk
menyelamatkan jiwa selain pembedahan. Sebelum operasi dimulai, perlu dibuat
persetujuan tertulis lebih dahulu atau dan keluarga finformed consent). Sesuai
peraturan Menteri Kesehatan tentang informed consent, batas umur yang dapat
memberi informed consent adalah 18 tahun.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sesecrang yang pada suatu waktu akan
menemui ajalnya. Tidak secrang dokterpun, betapapun pintarnya akan dapat
mencegahnya.

Naluri yang terkuat pada setiap makhluk bernyawa, termasuk manusia ialah
mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berpikir
dan mengumpulkan pengalamannya, sehingga dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dan usaha untuk menghindarkan diri dan bahaya maut. Semua
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usaha tersebut merupakan tugas secrang dokter. la harus berusaha memelihara
dan mempertahankan hidup makhlukinsani. Ini berarti bahwa baik menurut agama.
Undang-Undang Negara, maupun Etik Kedckieran, secrang dckter tidak
diperbeolehkan :

a. Mengugurkan kandungan {abortus provocatus)
b. Mengakhiri hidup secrang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak
mungkin akan sembubh lagi {euthanasia).

Sudah banyak buah pikiran dan pendapat tentang abortus provocatus yang
diumumkan cleh berbagai ahli dalam berbagai macam bidang seperti agama.
kedcokteran, sosial, hukum, eugenetika dan sebagainya. lkatan Dckter Indonesia
sendiri telah mengadakan simposium tentang abortus yang meninjau masalah
dan berbagai sudut.

Pada umurmnya, setiap negara mempunyai undang-undang yang melarang abor-
tus provekatus (pengguguran kandungan). Abertus provecatus dapat dibenarkan
sebagai pengobatan, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk mencleng jiwa
ibu dan bahaya maut{abortus provocatus therapeuticus). Dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, diperjelas tentang hal ini.

Indikasi medik ini dapat berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedckteran,
Beberapa penyakit seperti hipertensi, fuberkulosis dan sebagainya tidak lagi;
dijadikan indikasi untuk melakukan abortus.

Sebaliknya ada pula negara yang membenarkan indikasi sesial, hurmaniter dan
eugenetik, seperti misalnya di Swedia dan Swiss yaitu bukan semata-mata untuk
rmenclong ibu, melainkan juga mempertimbangkan demi keselamatan anak, baik
jasmaniah maupun rehaniah.

Keputusan untuk melakukan abortus provocatus therapeuticus harus dibuat oleh
sekurang-kurangnya dua dckter dengan persetujuan tertulis dari wanita hamil yang
bersangkutan, suaminya dan atau keluarganya yang terdekat. Hendaknya
dilakukan dalam suatu rumah sakit yang mempunyai cukup sarana untuk
melakukannya.

Menurut penyelidikan, abertus provecatus paling sering terjadi pada geolongan
wanita bersuami, yang telah sering melahirkan, keadaan scsial dan keadaan
ekenomi rendah. Ada harapan abortus provocatus di kalangan wanita bersuami
ini akan berkurang jika program keluarga berencana sudah diprakiekkan dengan
tertib. Setiap dokter perlu berperan serta untuk membantu suksesnya program
keluarga berencana ini.

Mengenai euthanasia, ternyata dapat digunakan dalam tiga arti, yaitu :

a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan
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dan bagi yang beriman dengan nama Allah di bibir.
b. Waktu hidup akan berakhir {sakaratul maut) penderitaan pasien diperingan
dengan memberi ocbat penenang.
¢. Mengakhiri penderitaan dan hidup pasien dengan sengaja atas permintaan
pasien sendiri dan keluarganya.
Pada suatu saat secrang dokter mungkin menghadapi penderitaan yang tidak
tertahankan, misalnya karena kanker dalam keadaan yang menyedihkan, kurus
kering bagaikan tulang di bungkus kulit, menyebarkan bau busuk, menjerit-jerit
kesakitan dan sebagainya. Crang yang berpendirian pro euthanasia dalam butir
¢, akan mengajukan supaya pasien di beri saja morphin dalam dosis lethal, supaya
ia bebas dari penderitaan yang berat itu.

Di beberapa negara Ercpa dan Amerika sudah banyak terdengar suara yang pro-
euthanasia. Mereka mengadakan gerakan yang mengukuhkannya dalam undang-
undang.

Sebaliknya mereka yang kontra euthanasia berpendirian bahwa tindakan demikian
sama dengan pembunuhan.

Kita di Indonesia sebagai umat yang beragama dan berfalsafah/berazaskan
Pancasila percaya pada kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala
sesuatu yang diciptakannya serta penderitaan yang dibebankan kepada
makhluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus mengerahkan
segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan
memelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Demikian pula percobaan pada binatang, kalau perlu dikerbankan, harus dihindari
sedapatmungkin penderitaan sakitnya. Percobaan pada binatang harus mengikuti
petunjuk dalam kode etik penelitian Deklarasi Helsinki.

Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan
kesehatan yang menyeluruh {promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif),
serta berusaha menjadi pendidik dan pengahdi masyarakat yang sebenarnya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Mengenai pengutamaan kepentingan masyarakat {lihat penjelasan pasal 1).

Kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia harus menyadari
tanggung jawab kita untuk mewujudkan secara nyata tujuan nasicnal yang disebut
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Salah satu tujuan tersebut adalah
memajukan kesejahteraan bangsa.

Memajukan kesejahteraan, berarti memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup
yang meliputi sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan
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mempercleh nafkah yang layak, ketentraman hidup serta, bebas dan tekanan.

Derajatkesehatan rakyat dipengaruhi cleh fakter-faktor keturunan, pelayanan
kesehatan, perilaku dan lingkungan ({fisik, sosial, ekenemi dan budaya). Fakior
perilaku merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan.
Sedangkan lingkungan adalah fakior kedua terbesar, cleh karena itu upaya
meningkatkan derajat kesehatan rakyat menangani kedua faktor tersebut dan
dua faktor lainnya, yang dilaksanakan dalam sistem kesehatan nasicnal.

Kegiatan peningkatan derajat kesehatan rakyat ini dilakukan melalui
pembangunan nasicnal dibidang kesehatan yang dilaksanakan melalui, baik
pembangunan lima tahunan maupun pembangunan jangka panjang.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup
sehatbagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat
yang cptimal.

Dan uraian diatas, tampak bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang optimal berada ditangan seluruh masyarakat Indo-
nesia, yaitu pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Dokter adalah tenaga profesi yang mempunyai kemampuan untuk
mengerakkan potensi yang ada bagi terwujudnya tujuan kesehatan individu, tetapi
juga berperan dalam intervensi terhadap berbagai fakicr yang berpengaruh
terhadap derajat kesehatan sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Pelayanan yang diberikan hendaknya bersifat menyeluruh, mencakup aspek
prometif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam aspek prometif, secrang dekter dapat bertindak sebagai pengerak
upaya masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, seperti: peningkatan gizi masyarakat, penyehatan
lingkungan hidup, upaya peningkatan pendapatan keluarga, dan sebagainya.

Untuk itu kegiatan penyuluhan yang mencakup unsur-unsur informasi
komunikasi dan edukasi merupakan cara pendekatan yang dapat digunakan,
khususnya dalam proses pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang
melibatkan secara aktif masyarakat.

Dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif, setiap dokier harus selalu
berusaha menyegarkan pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan dan kedckteran serta penerapannyayang respensif terhadap kebutuhan
masyarakat maupun sesuai kebijaksanaan yang berlaku.

Dckter merupakan tenaga ahli yang dapat membantu masyarakat melalui
pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat pada tingkat kentak
prefesional pertama sampai dengan pada tingkat rujukannya lebih lanjut
{pelayanan rujukan antara lain melalui pelayanan RS).

Pasal 9
Setiap dokter dalam hekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan
Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknclogi kedeokteran/
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kesehatan, maka makin disadari bahwa suatu masalah di bidang kesehatan tidak
dapat ditangani cleh satu disiplin ilmu saja, bahkan di bidang kedckteran sendiri
muncul berbagai percabangan ilmu yang memerlukan jenis kemampuan profesi
tersendiri.

Oleh karena itu di bidang pelayanan kesehatan diperlukan berbagai jenis
tenaga kesehatan yang bekerja sama dalam tim untuk dapat mewujudkan derajat
kesehatan rakyat yang optimal.

Jika mengamati berbagai faktor kesehatan, sebagaimana telah dikemukakan
dalam penjelasan pasal 8, maka selain antara berbagai jenis tenaga kesehatan,
kerjasama ini perlu pula dilakukan dengan tenaga lain diluar disiplin kedckteran/
kesehatan.

Dckter dalam melaksanakan tugas profesi dapat melaksanakan perannya
secara perorangan, kelempek dalam suatu tim ataupun sebagai pimpinan suatu
unit kerja atau tim.

Beberapa hal di bawah ini perlu mempercleh perhatian agar dapat diwujudkan
kerjasama yang harmonis.

a. Dalam pelaksanaan peran perorangan

Secrang dokier yang melaksanakan prakiek dokter swasta perorangan akan
memerlukan kerjasama dengan perawat pembantunya (bila ada), apoteker
maupun teman sejawat lain/ahli kesehatan lainnya.
Teguran kepada perawat yang membantu prakiek hendaknya tidak dilakukan
di depan pasien. Peringatan kepada apoteker bila diperlukan, jangan
dilakukan melalui pasien tetapi harus langsung baik melalui surat, telepon
ataupun pribadi. Hal sebaliknya, juga berlaku bagi apcteker, kesalahan
penulisan resep hendaknya tidak dibicarakan dengan pasien, tetapi langsung
antara apoteker dan dokter.
Dalam melakukan konsultasi hendaknya ditempuh dengan cara yang benar
yaitu mencakup :
- Permintaan konsultasi yang jelas.
- Disertai dengan informasi tentang pasien yang jelas pula, termasuk
riwayat pemeriksaan, tindakan dan pengcbatan yang diberikan.
Demikian pula dokter yang menerima kensultasi. harus menjawab dengan
benar dan jelas isi maupun tulisannya. Secrang dokter hendaknya tidak
membuka praktek di beberapa tempat dengan meninggalkan resep kosong
yang telah ditanda tangani, sehingga perawat/orang lain dapat menggantikan
dokter menulis resep sekehendak mereka yang dapat menimbulkan akibat
yang tidak diinginkan.

Praktek semacam ini merupakan penyelewengan dan ketentuan pelaksanaan

kegiatan di bidang kesehatan yang seharusnya ditangani cleh profesi

kedokteran.
b. Dalam peranannya sebagai pimpinan tim/unit kerja.

Sebagai pimpinan tim/unit kerja secrang dekter merupakan fitik sentral dan

kcordinater yang harus bertindak secara bijaksana agar dapat

menggerakkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
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Sebagai pimpinan tim, tiap anggeta tim harus mempercleh perhatian dan
penghargaan yang sama dari dirinya.

Instruksi hendaknya diberikan secara jelas dan tertulis supaya tidak
menimbulkan salah pengertian.

Dalam bekerja dengan masyarakat, dokter perlu melakukan pendekatan
kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan mereka berpartisipasi akdif
dalam berbagai kegiatan pembangunan kesehatan.

Dckter dalam peranan ini tidak hanya dituntut mampu memberi bimbingan di
bidang medik/kesehatan. tetapi sebagai sarjana ia akan dimintai nasehat
dan bimbingan pula dibidang kehidupan lain. Qleh karena itu. dokter yang
bertugas di daerah dan ekcnomi masyarakat dan bersedia bekerjasama
dengan masyarakat.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu
dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan
pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

a.

Sikap

Bersikap tulus ikhlas sangat diperlukan dalam mencleng pasien karena sikap
ini memberikan ketenangan dan kejernihan dalam berfikir dan teliti dalam
bertindak. Sikap ini juga berpengaruh menenangkan bagi pasien yang
ditclong.

Sikap tulus ikhlas disertai dengan keramah tamahan dalam menyambut
pasien, akan memberi kesan yang baik terhadap pasien, sehingga ia akan
secara sukarela dan spentan menyerahkan dirinya untuk diperiksa cleh dokter
dan akan bersedia akan menjawab secara terbuka hal-hal yang perlu diketahui
cleh dekter dalam menunjang penegakan diagnosa dan terapi yang tepat.
Sikap ikhlas didasari sikap profesional akan menegakkan wibawa dokier
dalam menghadapi ataupun melakukan persuasi agar pasien bersikap
kooperatif terhadap tindakan pemeriksaan maupun pengebatan yang
diberikan cleh dokter.

Sikap prefesional dalam hal ini berarti mempertahankan mutu tindakan
berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan prefesional yang dimilikinya.
Sikap ikhlas juga perlu disertai dengan tindakan yang selalu memperhatikan
fata sopan santun dan tata susila yang berlaku di masyarakat tempat dckter
yang bersangkutan berpraktek atau melaksanakan tugas profesionalnya. Hal
ini terutama perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan dan
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pengecbatan terhadap pasien lawan jenis.

Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka dalam melakukan
pemeriksaan perlu ada orang ketiga, yakni petugas kesehatan pembantu
prakiek atau salah secrang keluarga pasien.

Telah ada kasus "permerasan” (blackmaifing) yang terjadi, bahkan berakibat
fatal bagi dokter. Tindakan pencegahan ini diperlukan untuk rnenghindari diri
dari tuduhan melakukan sesuatu yang tidak sencnch. Tindakan ini sifatnya
wajib dalam rangka menghadapi risike jabatan yang mungkin timbul dengan
akibat fatal dan dapat menurunkan martabat korps dokter seluruhnya.
Meskipun demikian dalam kasus tertentu misalnya psikoterapi. Orang ketiga
dapat menganggu jalannya pemeriksaan dan pengobatan, bahkan dianggap
melanggar etik kedckteran, sehingga untuk kasus-kasus psikiatri, tindakan
pencegahan sebagaimana disebutkan di atas tidak diwajibkan.

Keikhlasan dalam memberikan pertelongan kepada pasien diperlihatkan pula
pada intensitas perhatian dokter. Cleh karena itu tidaklah benar dckter
melakukan perneriksaan sekaligus pada saat yang sama lebih dari secrang
pasien. Hal ni selain mengganggu “privacy” pasien, juga akan mengurangi
ketelitian pemeriksaan.

Perhatian terhadap pasien hendaknya menyeluruh terhadap pribadi
sesecrang manusia yang selain mempunyai unsur jasmani ia juga memiliki
unsur spiritual, mental dan sesial {lingkungan). Pandangan dekter terhadap
pasien sebagai manusia seutuhnya akan membantu menemukan latar
belakang kelainan kesehatan pasien secara lebih tepat. Diagnosa yang tepat
akan mengarah pada pengobatanftindakan yang tepat pula.

Pengeobatan dalam hal ini tidak hanya bercrientasi pada pemberian obat {drug)
saja, tetapi juga bantuan nenfisik yang diperlukan berdasarkan pengetahuan
dokter tentang latar belakang penyakit sebagaimana telah disebutkan diatas.

Rujukan pasien

limu kedokteran sebagaimana ilru pengetahuan umumnya, dalam abad ke-
21 ini telah maju dengan pesat. Penernuan-penemuan baru dalam bidang
diagnostik dan terapi bertubi-tubi diumurnkan.

Perkembangan yang mengagumkan ini luar biasa cepatnya. Tidak
mengherankan kalau segala sesuatu itu tidak dapat diikuti oleh secrang dokter
urmum yang siang dan malam sibuk dengan pekerjaannya dan persocalannya.
Sebab itu lahirlah berturut-turut berbagai spesialisasi dan sub spesialisasi.
Dokter urnum harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang tersedia
dalam spesialisasi dan subspesialisasi itu, meskipun tidak akan dapat
menguasai dan memprakiekkannya. Sebagai kelakar pernah dikatakan :
“A general practitioner is someone, who knows something about everything,
a specialist is someone who knows everything about something”, yang berarti
kira-kira : secrang dekter urmurn adalah dokter yang mengetahui serba sedikit
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tentang segala sesuatu dan secrang dokter spesialis mengetahui seluruhnya
dari sesuatu hal saja.

Secrang dokter umum atau spesialis harus benar-benar sadar akan batas
pengetahuan dan kemampuannya. Pada suatu ketika ia akan berada di
perbatasan itu, maka pada saat itulah dokter yang ahli dalam penyakit yang
sedang dihadapinya. Sebaliknya di kota-kota besar dimana terdapat aneka
ragam spesialis berprakiek, secrang dokter umum harus berusaha jangan
menjadi perantara saja antara pasien dengan dokter spesialis. Dengan begitu
tibalah kita pada scal konsultasi dan hubungan antara dokter umum dan
dokter spesialis.

Konsultasi

Secal kensultasi ialah scal yang sangat penting dalam hubungan antara kelega

sejawat Pada kesempatan tersebut tampak kepribadian dan budi secrang

dan kesetiaannya, serta sifat persaudaraannya terhadap teman sejawat. Tidak
jarang pada waktu itu terjadi kesalah-pahaman dan timbul perasaan
tersinggung.

Untuk memperkecil kemungkinan tersebut baiklah diperhatikan hal-hal

berikut :

1) Sebagaimana dterangkan di atas, usul untuk mengadakan kcensultasi
sebaiknya datang dan dckter yang pertama-tama menangani
penyakitnya, terdorong cleh keinsyafan atas batas kemampuan atau
karena merasa pasien atau keluarganya menginginkan konsultasi. Untuk
dapat merasakan yang demikian diperlukan pengetahuan psikclogik
tentang mentalitas pasien yang dihadapi, sedikithya banyak ketidak
puasan timbul kalau pasien sendiri menghendaki dan mengusulkan
konsultasi. Bagaimanapun juga adalah hak pasien, untuk memilih sendin
kensulen yang disukai.

{2) Pemeriksaan cleh konsulen di rumah pasien sebaliknya dihadiri cleh

dokter pertama yang terlebih dahulu memberikan keterangan dan
pendapatnya mengenai pasien.
Sesudah melakuan pemeriksaan kedua dokter tersebut mencari tempat
tersendiri untuk pertukaran pendapat dan musyawarah. Kensulen
melanggar ketentuan etik kalau secara terbuka ataupun dengan isyarat
menyalahkan apa yang telah diperbuat dokter pertama. Perselisihan
pendapat harus dikemukakan dengan secara demikian sehingga tidak
menguncangkan kepercayaan pasien terhadap dokter pertamanya.

{3) Yang lebih banyak terjadi, ialah secrang pasien dikirim kepada spesialis
di tempat prakieknya untuk keonsultasi. Pengiriman seperti itu harus
disertai surat dokter dalam sampultertutup yang berisi keterangan yang
cukup mengenal pasien. Tidak dibenarkan menyampaikan keterangan
lisan melalui pasien sendiri.

(4) Dckier spesialis konsulen mengirimkan kembali pasien disertai
pendapatnya secara tertulis dalam sampul tertutup pula, kecuali jikalau
telah disepakati bahwa konsulen akan meneruskan pengcbatannya
sampai sembuh.
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(5) Tidak dibenarkan kensulen memberitahukan kepada pasien secara
langsung ataupun tidak tentang kekeliruan yang dibuat dokter pertama.
Segala pendapat dan nasihat disampaikan secara tertulis dan terserah
kepada dokter pengobat untuk membicarakan dengan pasien.

{8) Konsulen menetapkan dan menagih sendiri imbalan jasanya, kalau
perlu setelah bermusyawarah dengan dokter pertama.

Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar
senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam
beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kehidupan manusia selain menyangkut aspek jasmani, juga menyangkut
aspek mental, spiritual dan sosial. Nilai dan norma yang dianut serta
kepercayaan yang diyakini menentukan reaksi tanggapan seseorang terhadap
suatu kejadian/ ungkapan.

Dokter dalam menghadap pasien perlu mengetahui/memahami latar
belakang kehidupan pasien itu.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat dibukiikan bahwa nilai
agama serta ikatan keluarga sangat kuat di masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu hal ini perlu dihormati oleh dokter.

Dokter berkewajiban atau wajib menghormmati agama dan kepercayaan
pasien serta adat istiadat yang dihormati masyarakat setempat, khususnya yang
tidak bertentangan dengan ketentuan agama. perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan di bidang kesehatan

Adanya peraturan tentang wakiu kunjungan bagi pasien membatasi
keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien.

Namun demikian bila ada alasan yang kuat dari pasien agar keluarganya
harus mendampinginya. maka permintaan tersebut hendaklah dapat diluluskan.
Adakalanya pula pasien menghendaki orang lain, misalnya seorang penasehat
dalam beribadah yang mungkin secara psikis dapat menolongnya. Dalam soal
ini janganlah dihalang-halangi bahkan dibantu.

Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang
senantiasa dipenuhi, untuk menciptakan suasana percaya mempercayai yang
mutlak di perlukan dalam hubungan dokter pasien.

Soal ini dibahas secara mendalam disini dan isinya hampir seluruhnya
diambil dan uraian anggota “‘Dewan Pelindung Susila Kedokteran® Prof. Sutomo
Tjokronegoro.
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Sejak dahulu kala terdapat beberapa jabatan tertentu yang mewajibkan
para pejabatnya untuk merahasiakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
pekerjaan mereka. Kewajiban tersebut berdasarkan baik pada kepentingan
umum maupun kepentingan perorangan. Termasuk ke dalam golongan penjabat
tertentu ialah pejabat tinggi negara, pejabat militer, pendeta, pengacara dan
beberapa pejabat dalam dunia kedokteran sepetrti dokter, dokter gigi, ahli farmasi,
bidan dan perawat.

Pada umumnya, kewajiban seorang pejabat untuk merahasiakan hal-hal
yang diketahuinya adalah karena tanggung jawabnya mengharuskannya
demikan. Untuk itu setiap pelantikan dalam jabatan senantiasa dilakukan
pengambilan sumpah antara lain berintikan kesanggupan untuk menyimpan
rahasia jabatan. karena kebocoran rahasia jabatan dapat mengakibatkan
gangguan stabilitas ataupun kerugian dipihak lain, yang dapat dituntut dalam
pengadilan militer dan sebagainya tergantung dari peraturan perundang-
undangan yang mengatumya.

Kebocoran rahasia dalam jabatan dokter dapat berakibat kerugian pihak
berkepentingan dan mungkin dapat berakibat tuntutan kepengadilan terebih
dalam masyarakat yang telah maju, menyebabkan seorang kehilangan
pekerjaannya.

Tinjauan lebih lanjut tentang rahasia jabatan dokter

Sudah sejak jaman kuno norma-norma kesusilaan yang menjadi pegangan
para dokter ialah sumpah yang diciptakan oleh “Bapak llmu Kedokteran®
Hippocrates (469 - 377 SM).

Sumpszh Hippocrates yang umumya telah berabad-abad itu, maknanya
tersimpul dalam “segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan
praktekku, akan kusimpan sebagai rahasia.

Untuk memahami scal rahasia jabatan dan Sumpah Dokter yang akan
diuraikan lebih lanjut sebaiknya dibaca Sumpah Hippocrates selengkapnya yang
telah dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Berikut ini dicantumkan hanya salah satu pasal tentang rahasia jabatan
Dokter yang bunyinya sebagai berikut : “Saya tidak akan menyebarkan segala
sesuatu yang mungkin saya dengar atau yang mungkin saya lihat dalam
kehidupan pasien-pasien saya baik wakiu menjalankan tugas jabatan saya
maupun di luar waktu menjalankan tugas labatan itu. Semua itu akan saya
pelihara sebagai rahasia”.

Norma-norma kesusilaan yang bersumber pada Sumpah Hippocrates
tersebut diatas, kemudian dianggap tidak mencukupi karena banyaknya
kelakukan dan tabiat persecrangan, yang sudah barang tentu sangat berbeda-
beda dan tidak selalu baik.

Oleh karena itu, di berbagai negeri ditegakkan noma-norma hukum.
Norma-norma hukum itu pada umumnya disusun untuk memperkokoh
kedudukan rahasia jabatan sehingga dapat menjamin kepentingan masyarakat.

Setiap anggota masyarakat, di negeri manapun juga menghendaki agar
mempunyai dergjat kesehatan yang baik. Derajat kesehatan yang baik dapat
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tercapai jika setiap anggota masyarakat dengan perasaan bebas dapat
mengunjungi dokter, mengemukakan dengan hati terbuka segala keluhan tentang
penderitaannya, baik jasmani maupun rchani agar mendapat pengcbatan yang
sesuai. Rangkaian tersebut di atas hanya mungkin terjadi, bila setiap pasien di
atas hanya menaruh kepercayaan sepenuhya kepada dokter yang memeriksanya
tanpa perasaan takut atau khawatir, bahwa dekter tersebut akan memberitahukan
hal-hal mengenai penyakit kepada crang lain.

Jika kepercayaan itu tidak ada, maka tidak mustahil bahwa crang yang sakit
akan segan pergi ke dokier, karena khawatir bahwa penyakitnya yang mungkin
sama sekali mereka sembunyikan, kelak diketahui cleh umum. Perasaan takut
dan khawatir itu dapat menjadi salah satu penyebab penting dari tingginya angka
sakit di masyarakat. Qleh karena itu, rahasia jabatan dokter berarti sendi utama
bagi tercapainya keadaan sehat bagi setiap anggota masyarakat. Berdasarkan
pikiran tersebut di atas, nerma-norma ke susilaan yang telah ada dikuatkan dengan
norma-nerma hukum yang kemudian dicantumkan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan. Salah satu diantara peraturan itu diwujudkan dalam sumpah
atau janji dokter, yang harus diucapkan cleh setiap mahasiswa kedckteran waktu
ia lulus ujian dokternya dan menerima ijazah. Karena sumpah Hippocrates telah
mengandung nerma kesusilaan yang selayaknya dan yang bermutu tinggi, maka
mudahlah dipahami bahwa dengan sendirinya maknanya dimasukkan ke dalam
lafal sumpah dckter atau janji yang harus diucapkan itu. Walaupun di berbagai
negara lafal atau janji ini berbeda-beda dan tidak sama bunyinya dalam garis
besarnya berpokck sama yaitu mengandung makna sumpah Hippocrates.

Sebelum kita tinjau satu persatu seluruh peraturan dan undang-undang yang
menentukan norma-norma hukum rahasia jabatan pada umumnya dan norma-
norma hukum rahasia jabatan dokter khususnya, dan permulaan harus kita insyafi
akan satu hak asasi yang sangat penting. Hak asasi yang sangat penting itu,
sayang sekali tidak diketahui atau disadari, tidak hanya di luar melainkan di dalam
dunia kedckteran sendiri.

Hak asasi itu yang telah ditegaskan pada permulaan uraian ini, ialah bahwa
"kewajiban untuk menyimpan rahasia pckoknya adalah kewajiban moral, yang
telah lama ada sebelum diadakan peraturan atau undang-undang yang mengatur
soal ini”.

Oleh karena itu tidaklah mungkin bila rahasia jabatan itu didasarkan pada
sumpabh atau janji. Dan mula-rmula harus sudah kita insyafi bahwa rahasia jabatan
dokter terutama berpckok pada kewajiban moril yang sekalikali tidak perlu
didasarkan pada sumpah atau janji apapun.

Rahasia jabatan dckter ialah suatu hal yang secara intrinsik bertalian dengan
segala pekerjaan yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran seluruhnya. Qleh
karena itu kita harus insyafi pula bahwa semua crang yang dalam pekerjaannya
bergaul atau sedikit-dikitnya mengetahui keadaan pasien, tetapi tidak atau belum
mengucapkan sumpah/janji secara resmi, sudah selayaknya berkewajiban juga
untuk menjunjung tinggi rahasia jabatan itu.

Mereka itu antara lain mahasiswa kedckteran, perawat dan karyawan bidang
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kesehatan lainnya. Selanjutnya yang ditinjau noerma-norma hukum yang
bersangkutan dengan rahasia jabatan. Pelanggaran norma-norma kesusilaan,
seperti telah diuraikan di atas, idak diancarn cleh hukurn, ke cuali mungkin dihukurmn
cleh masyarakat. Sedangkan pelanggaran norma hukum berakibat ancaman
hukuman.

Hukuman umurmnya dijatuhkan cleh hakim setelah scal yang bersangkutan
menjadi perkara pengadilan dan terbukti adanya pelanggaran hukum. Cara
mengadakan dan mengatur norma-nerma hukum itu dalam berbagai negara
berbeda-beda sehingga ada yang menimbulkan kebingungan pada yang
berkepentingan. Hal itu disebabkan cleh susunan peraturan atau undang-undang
yang bersangkutan dapat ditafsirkan berlainan dengan yang sebenarnya. Hukuman
yang dapat dijatuhkan cleh hakirn, dapat berupa hukuman pidana dan atau hukum
perdata.

Untuk memahami scal rahasia jabatan yang ditinjau dari sudut hukum ini,
ada baiknya kita bagi perilaku dokter dalam :

a. Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari.
b. Perilaku dalam keadaan khusus

Ad.a Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari.
Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah :
1. Pasal 322 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

{a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang waijib
disimpan karena jabatan atau pencariannya, baik sekarang
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau denda paling banyak enarn ratus
rupiah.

{b) Jika kejahatan dilakukan terhadap secrang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut diatas pengaduan crang
itu. Undang-undang ini sudah selayaknya berlaku untuk setiap
crang, yang atas pekerjaannya wajib menyimpan rahasia,
bukan hanya untuk dokter pernerintah, dokter praktek swasta,
maupun dektor yang telah pensiun dan atau tidak praktek lagi.
Seorang dokter yang dikenal sebagai pembuka rahasia
mungkin sekali prakteknya makin larma makin merosct sebagai
akibat hukuman masyarakat.

Ayatb pasal 322 KJUHP ini penting terutama berkenaan dengan
rahasia jabatan dokter. Menurut ayat ini, secrang dekter yang
"membuka rahasia” tentang pasiennya tidak dengan sendirinya
akan dituntut di muka pengadilan, melainkan hanya sesudah
terhadapnya diadakan pengaduan oleh pasien yang
bersangkutan.

2. Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang mermbawa kerugian kepada

secrang lain mewajibkan crang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian, mengganti kerugian tersebut.

35



Ad. b

Secrang dekier berbuat salah kalau tanpa disadari "membuka
rahasia” tentang penderitaannya yang kebetulan terdengar cleh
majikan pasien itu, selanjutnya majikan itu melepaskan pegawai
tersebut karena takut penyakitnya akan menulari pegawai-pegawai
lainnya.

Dengan demikian dokter dapat diajukan ke pengadilan karena
pengaduan pasien itu.

Selain hukurn karena tindak pidana menurut pasal 322 KUH pidana,
dokteritu dapat pula dihukum perdata dengan diwajibkan mengganti
rugi.

Pada hakekatnya adanya ancaman hukurman perdata ini
menimbulkan berbagai scal yang sulit yang dapat terjadi dalam
pekerjaan dokter sehari-hari. Tentang hal ini kelak akan diuraikan
lebih lanjut.

3. Surmpah {janji) dokter
Sumpah dokter yang lafalnya sebagai pengganti pasal 36 Reglement
F. 0 V.G, Pemerintah Nc. 26 tahun 1860 dan diundangkan pada
tanggal 2 Juni 1960. Surnpah ini sesuai dengan pemyataan Ge-
neva tahun 1948 yang dimuat dengan asas Etik Kedckteran yang
bersumber pada sumpah Hippecrates, ditambah dengan beberapa
asas baru yang ditegakkan atas dasar pengalaman tentang
kejahatan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Il
Dengan berlakunya sumpah dckter baru itu, dapat dihapus segala
pertentangan yang menjadi kekurangan utarna lafal sumpah yang
larmna dalam Pasal 36 Reglement D.V.G., dan tidak lagi menirmbulkan
kebimbangan para dokter yang tidak menguasai asas rahasia
jabatan. Selanjutnya Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran
di Jakarta tahun 1581 telah mengusulan kepada pemerintah
penyempurnaan lafal Surnpah Dokter tersebut.

4. Dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedckteran. Menteri Kesehatan dapat mengambil
tindakan administratif terhadap pelanggaran wajib simpan rahasia
itu, yang dapat dihukurmn menurut KUHP.

Perilaku dalam keadaan khusus

Menurut hukurn, setiap warga negara dapat dipanggil untuk didengar
sebagai saksi. Selain itu, secrang yang mempunyai keahlian dapatjuga
dipanggil sebagai saksi ahli. Maka dapat terjadi bahwa secrang yang
mempunyai keahlian umparmanya secrang dokter dipanggil sebagai saksi,
sebagai ahli atau sekaligus sebagai saksi (expert witness). Sebagai saksi
atau saksi ahli, mungkin sekali ia diharuskan mernberi keterangan tentang
sesecrang (umpamanya terdakwa) yang sebelum itu telah pernah
menjadi pasien yang ditanganinya namun berarti ia seclah-clah
melanggar rahasia jabatannya.

Kejadian yang bertentangan ini dapat dihindarkan karena adanya hak
undur diri dimana ia mendapat perlindungan hukum berdasarkan :
Menurut Pasat 170 KUHP

36



i. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia dapat dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi keterangan sebagai saksi. yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.

ii. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala atasan untuk
permintaan tersebut, maka pengadilan negeri memutuskan apakah
alasan yang dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak
berbicara itu, layak dan dapat diterima atau tidak.

Penegakan hak undur diri dapat dianggap sebagai pengakuan para ahli
hukum, bahwa kedudukan jabatan itu harus dijamin sebaik-baiknya. Hal
tersebut membebaskan secrang dokter untuk menjadi saksi ahli dan
kewajibannya untuk membuka rahasia jabatan, narmun pembebasan itu
tidak selalu datang dengan sendirinya.
Dalam hal ini mungkin sekali timbul pertentangan keras antara pendapat
dckter dengan pendapat hakim, yakni bila hakim tidak dapat menerima
alasan yang dikemukakan cleh dokter untuk menggunakan hak undur
dirinya, karena ia berkeyakinan bahwa keterangan yang harus diberikan
itu melanggar rahasia jabatannya. Bagi dokter. pedoman yang harus
menentukan sikapnya tetap ialah bahwa rahasia jabatan dokter itu
pertama-tama dan terutama adalah kewajiban moril yakni alasan untuk
melepaskan rahasia jabatan dan pertimbangan sehat atas ada atau tidak
adanya kepentingan hukum.
Umpamanya secrang dokter sebagai saksi harus memberikan
keterangan mengenai sesecrang yang telah diperiksa dan dicbatinya
karena menderita luka-luka. Pada sidang pengadilan diketahui bahwa
ternyata pasien itu adalah seorang penjahat besar yang melakukan
tindakan pidananya. Keterangan dckter itu sangat diperlukan cleh
pengadilan agar rangkaian bukti menjadi lengkap. Kita mudah mengerti
bahwa dalam hal dermikian dokter itu wajib memberi keterangan, agar
masyarakat dapat dihindarkan dari kejahatan-kejahatan yang lain yang
mungkin dilakukan bila ia dibebaskan.

Pada peristiwa seperti tersebut di atas, kita harus sadar bahwa rahasia

jabatan dckter bukanlah maksud untuk melindungi kejahatan.

Golongan yang berpendirian mutlak-mutlakan, yang juga dalam hal

serupa tidak sudi melepaskan rahasia jabatannya, bukan saja

bertentangan dengan tujuan yaitu menjamin kepentingan umum, malahan
sebaliknya membahayakannya.

Untuk mengetahui apakah juga ada penyelenggaraan pasal 322 KUHP

yang dapat dibebaskan dan ancaman hukuman, peru kita tinjau beberapa

pasal dalam KUHP yang semuanya termasuk pelanggaran undang-
undang yang tidak dihukum.

Beberapa Pasal itu adatah

i. Pasal 48 KUHP
Siapapun tak terpidana, jika melakukan peristiwa karena terdorong
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oleh keadaan terpaksa.

i. Pasal 50 KUHP
Siapapun tak terpidana, jika peristiwa itu dilakukan untuk
menjalankan ketentuan perundang-undangan.

iii. Pasal 31 KUHP

(1) Siapapun tak terpidana jika melakukan peristiwa untuk
menjalankan sesuatu perintah jabatan yang diberikan oleh
penguasa yang berwenang untuk itu.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang
berwenang tidak membebaskan dan keadaan terpidana,
kecuali dengan itikad baik pegawai vang dibawahnya itu
menyangka bahwa penguasa itu berwenang untuk memberi
perintah itu dan perintah menjalankan terletak dalam
lingkungan kewajiban pegawai yang diperintah itu.

Mengenai pasal 48 KUHP yang dalam bahasa Belandayangasli:  “Artile!
48 wet boek van strafrecht is hij, die een feit begaat waartoe hij door overmacht
is gedwongen”.

Sayang sekali pasal yang sangat penting untuk tafsiran banyak soal yang
sulit mengenai rahasia jabatan dokter ini belum ada terjemahannya yang tepat
ke dalam bahasa Indonesia terutama mengenai kata “overmacht”. Dalam buku
Engelbrecht, kitab undang-undang dan peraturan-peraturan serta undang-undang
dasar sementara terbitan 1954, kata “overmacht” ditejemahkan dengan “berat
lawan”. Dalam kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indone-
sia yang diterbitkan pada tahun 1956 oleh Kementerian Penerangan “Overmacht”
diterjemabkan sebagai “suatu sebab paksaan”. Untuk sementara dipergunakan
kata yang dianggap tepat, yakni “adi paksa” yang didapat dari saudara Mr.
Moedigdo Moeliono, pimpinan Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia Jakarta.

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal 48
KUHP ini bukanlah adi paksa mutlak® fabsclut cvermachi).

Seorang mengalami adi paksa mutlak bila ia dihadapkan kepada kekerasan
atau tekanan jasmani atau rohani sedemikan, hingga ia tidak berdaya lagi dan
kehilangan kehendak {willoos) untuk tindakan pidana yang melakukan
pelanggaran hukum.

Pada kenyataan adi paksa nishi, yang kebanyakan terjadi karena adanya
tekanan rohani, timbulnya keadaan terpaksa atau darurat, sehingga yang
bersangkutan berbuat sesuatu yang pasti tidak akan diperbuatnya. jika keadaan
terpaksa atau darurat itu tidak ada. Keadaan serupa ini menjadi sebab timbulnya
pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (konflik) yang hanya dapat
diatasi bila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasa berarti
pengorbanan kepentingan pihak lain.

Beberapa contoh praktek dan pententangan serupa adalah :

(1) Seorang pengemudi yang mendenita penyakit ayan {epilepsi), yang
bilamana mendapatkan bangkitan serangan penyakitnya pada wakiu ia
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sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan keselamatan
umum.

Seorang guru yang menderita penyakit tuberkulosis dan menimbulkan
bahaya akan menular murid-muridnya pada wakiu ia mengajar.

Justru pada persoalan seperti digambarkan dalam keadaan contoh tersebut
di atas, terdapat pertentangan tajam antara golongan penganut aliran
mutlak dan golongan penganut aliran nisbi. Dalamkedua soal itu, golongan
mutlak menganggap rahasia jabatan dokter sebagai faktor terpenting. Tidak
perlu diadakan pertimbangan apakah dengan memperhatikan rahasia
secara mutlak itu, ada kemungkinan bahwa kepentingan yang lain yang
hakikatnya lebih utama dirugikan atau dikorbankan. Sebaliknya golongan
nishi berdasarkan kenyataan bahwa rahasia jabatan dokler berarti juga
sendiutama bagi kepentingan masyarakat. Selalu mempertimbangkan hal
itu agar dapat diambil sikap yang terbaik yang sesuai dengan makna rahasia
jabatan dokter. Dalam perkembangannya, sebagian dokter cenderung
menganut “adi paksa nisbi’.

Dalam hal demikian berbagai alasan yang dipergunakan untuk melepas
rahasia jabatan harus kokoh dan kuat, sehingga dapat menyakinkan orang
lain, termasuk hakim. Kalau berbagai alasan itu memang kuat dan
menyakinkan, maka akhirnya atas kekuatan pasal 48 KUHP, dokter yang
bersangkutan akan dibebaskan dan ancaman hukuman pasal 322 KHUP.
Sebelum mengambil tindakan, sebaiknya dokter yang bersangkutan
berusaha agar risiko dari tindakannya menjadi seminimal mungkin.
Sebagai contoh, pasien dengan penyakit yang sukar disembuhkan dapat
diberi cuti terlebih dahulu sampai sembuh. Bila penyakitnya temyata tidak
dapat disembuhkan dan tetap merupakan bahaya bagi orang lain, maka
sebelum membuka rahasia jabatan dokter hendaknya memberikan
penjelasan tentang penyakitnya dan akibatnya bagi orang lain sehingga
pasien memahami keadaannya dan hubungannya dengan pekerjaannya.
Bila rahasia jabatan terpaksa harus diungkapkan setelah segala ikhtiar
dilakukan tanpa hasil, maka untuk pegawai negeri, hal ini hendaknya dokter
tersebut mengirimkan surat rahasia kepada atasan pegawai negeri yang
bersangkutan, kemudian atasan pegawai yang bersangkutan meminta
pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan (MPK). Dalam keadaan adipaksa
serupa itu, kewajiban dokter ialah memberitahukan kepada majikan pasien
bahwa ia menggangap pasien perlu diperiksa kesehatannya lebih lanjut.
Dengan jalan ini MPK yang menurut Undang-Undang tugasnya menguiji
kesehatan pegawai negeri, dapat melaporkan pendapat secara bebas tanpa
melanggar KUHP pasal 322 KUHP maka keterangan tentang penyakit yang
diuji itu, dapat diteruskan kepada majikannya.

Diagnosa penyakit dan seorang karyawan tidak perlu diberitahukan kepada
majikan karyawan tersebut. Cukuplah bila dokter yang bersangkutan
menenangkan atas sumpah jabatan, bahwa karyawan yang dimaksud
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menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja terus menerus
atau sementara, karena penyakitnya dapat menular, membahayakan orang
lain maupun dirinya sendiri. Misalnya seorang pengemudi yang menderita
epilepsi dapat membahayakan diri maupun orang lain. Dokter juga
menasehatkan agar pegawai yang bersangkutan dibebaskan dan
pekerjaannya yang saat ini dikerjakan, sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam kedudukan sebagai dokter Majelis Penguji Kesehatan, seorang
Dokter dapat mengalami konflik kejiwaan. Hal ini dapat terjadi bila pasien
yang diperiksanya juga merupakan pasien dalam prakiek swasta yang
dilakukan oleh dokter itu. Bila dokter tersebut memasukkan seluruh data
yang diketahuinya tentang pasien, maka berarti ia melanggar rahasia
jabatannya, sebaliknya bila tidak memasukkan secara lengkap, laporannya
tidak sesuai dengan kebenarannya.

Oleh karena itu hanya ada satu jalan yang dapat ditempubnya, yaitu
menolak untuk menguji setiap orang yang pemah menjadi pasiennya dan
menyerahkannya kepada dokter lain.

Seorang dokter yang meminta konsultasi mengenai seorang pasien, pada
asasnya melanggar rahasia jabatan. Demikian juga tiap pengajar klinik
pada fakultas kedokteran, dalam setiap pertemuan klinik yang disertai
dengan demonsirasi pasien, pada asasnya melanggar rahasia jabatan.
Hal ini biasanya tidak kita sadar karena kita anggap sudah selayaknya.
Oleh karena itu, dalam pendidikan atau pertemuan klinik, seperti juga pada
konsultasi, sebaiknya pasien diberitahu lebih dahulu dan dimintakan
persetujuannya.

Pelanggaran rahasia jabatan yang terjadi pada saat tersebut sebenamya
adalah hal-hal yang termasuk dalam keadaan adipaksa karena dalam hal
ini tidak hanya menyangkut kepentingan yang lebih luas dan lebih besar.
Tujuan akhir dan pendidikan dan pertemuan klinik tidak lain adalah untuk
membina dan memajukan ilmu kedokteran yang sebenarnya berorientasi
kepada masyarakat yang lebih luas.

Pasal 50 KUHP

Pasal 50 KUHP berbunyi :

“Tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan untuk
menjalankan urusan undang-undang”.

Pasal 50 K\HP ini sering dikaitkan dengan kewajiban seorang dokter untuk
melaporkan kelahiran, kematian dan penyakit menular. Kewajiban melapor
penyakit menular di Indonesia diatur dalam Undang-ndang No. 6 tahun
1962 tentang wabah, diundangkan pada tanggal 5 Maret 1962 yang saat
ini telah diubah dengan Undang-Undang Wabah No. 4 tahun 1980.
Mengenai hal ini dapat dibaca pasal-pasal yang mengatur kewajiban
masyarakat dan tenaga kesehatan serta aparatur Pemerintah Daerah
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untuk melaporkan kejadian luar biasa dalam wakiu yang singkat.

Pasal 51 KUHP

Pasal 31 KUHP berbunyi :

“Tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan atau

menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak

untuk itu”.

Pasal 51 KUHP terutama penting bagi seorang dokter yang mempunyai

jabatan rangkap seperti dokter TNI/Polri yang juga menjabat sebagai

anggota Majelis Penguji Kesehatan.

Selaku seorang dokter, seorang dokter angkatan bersenjata wajib

menyimpan rahasia jabatan dokter, namun di lain pihak sebagai seorang

anggota TNI/Polriia harus tunduk pada disiplin TNI/Polri dan taat perintah

atasannya.

Konflik tentang wajib simpan rahasia jabatan dapat terjadi misalnya pada

keadaan sebagal berikut :

la diperintah oleh atasannya untuk menyusuri daftar nama perwira yang

menderita penyakit sifilis. Kalau diantara perwira yang harus dicantumkan

namanya dalam daftar ternyata juga pernah menjadi pasien yang

diperiksanya, maka ia harus memilih antara 2 jalan berikut :

a. Menjunjung tinggi rahasia jabatan sebagai dokter tetapi tidak taat pada
perintah militer; atau

b. Taat kepada pemerintah militer tetapi melepaskan rahasia jabatan
sebagai dokter.

Dalam hal yang demikian, yang dapat dijadikan pegangan ialah perhitungan

dan pertimbangan yang matang untuk menentukan apa yang harus

diutamakan.
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Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan
lebih mampu memberikannya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Hak seorang dokter untuk melakukan praktek dokter tidak terbatas pada
suatu bidang ilmu kedokteran. la berhak dan berkewajiban menoclong pasien,
apapun yang dideritanya. Batas tindakan yang diambilnya teretak pada rasa
tanggung jawab yang didasarkan pada ketrampilan dan keahliannya.

Banyak dokter di negeri kita bertugas jauh dari pusat ilmu kedokteran,
kadang-kadang beratus-ratus kilometer terpisah dari teman sejawat terdekat.
IMereka hidup dan bekerja di tempat terpencil dengan sarana komunikasi yang
terbatas. Selain itu sarana pelayanan medis tidak cukup tersedia walau dalam
keadaan demikian ia tetap harus menyelamatkan seorang pasien.

Setiap orang wajib memberikan pertolongan kepada siapapun yang
mengalami kecelakaan, apalagi seorang dokter.

Di beberapa negara banyak dokter yang enggan melakukan karena sering
terjadi, bahwa dokter yang menolong justru dituntut untuk mengganti kerugian.
Pertolongan yang diberikannya dianggap mengakibatkan cacat, atau
memperlambat proses penyembuhan. Di negara kita, pengaduan seperti itu
diharapkan tidak terjadi. Meskipun demikian kemungkinan adanya pengaduan
harus diperhitungkan. Sebab itu, segala tindakan harus dapat dipertanggung
jawabkan dan kalau memungkinkan perlu meminta persetujuan dari pasien atau
keluarganya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN
SEJAWATNYA

Pasal 14
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri
ingin diperlakukan.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kawan-kawan seperjuangan merupakan suatu kesatuan aksi dibawah panji
perikemanusiaan untuk memerangi penyakit yang merupakan salgh satu
pengganggu keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.

Sejarah ilmu kedokteran penuh dengan peristiwa kejujuran, ketekunan dan
pengabdian yang mengharukan. Penemuan dan pengalaman yang baru
dijadikan milik bersama. Panggilan suci yang menjiwai hidup dan perbuatan
telah mempersatukan mereka dan menempatkan dokter pada satu kedudukan
terhormat dalam masyarakat.
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Berhubungan dengan itu, maka Etik Kedokteran mengharuskan setiap
dokter memelihara hubungan, baik dengan teman sejawatnya sesuai makna
atau butir dari lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan perlakuan terhadap
sejawatnya sebagai berikut :

“Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin
diperlakukan®.

Hubungan antara teman sejawat dapat menjadi buruk bukan karena
perbedaan pendapattentang cara penanganan pasien, perselisihan mengenai
cara mewakili teman sejawat yang cuti, sakit dan sebagainya. Kejadian tesebut
hendaknya diselesaikan secara musyawarah antar sejawat.

Kalau dengan cara demikian juga tidak terselesaikan, maka dapat diminta
pertolongan pengurus lkatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran untuk menjelaskannya. Harus dihindarkan campur tangan dari pihak
luar. Perbuatan sangat tidak kolegial ialah mengejek teman sejawat dan
mempergunjingkannya dengan pasien atau orang lain tentang perbuatannya
yang dianggap kurang benar. Mencemarkan nama baik teman sejawat berarti
mencemarkan nama baik sendiri, seperti kata peribahasa: “Menepuk air di
dulang terpercik muka sendin”. Sejawat senior wajib membimbing sejawat yang
lebih muda terutama yang berada di bawah pengawasannya. Janganlah
sekalipun juga mengatakan di muka umum bahwa ia baru lulus dan tidak
mengetahui peraturan.

Pada umumnya masyarakat kita belum begitu memahami tentang
hubungan yang begitu erat antar dokter dengan dokter, sehingga mereka
kadang-kadang melakukan sesuatu yang cenderung mengadu domba. Tidak
jarang terjadi seorang pasien mengunjungi dua atau tiga dokter untuk
penyakitnya, dan pada akhirnya memilih dokter yang dalam ucapan dan
perbuatannya sesuai dengan selera dan harapannya.

Dengan sendirinya seorang dokter yang mengetahui kejadian tersebut
harus menasehatinya untuk tidak berbuat demikian, karena dapat merugikan
kepentingan sendiri dan dapat membahayakan kesehatannya. Janganlah sekali-
kali diberi kesempatan kepadanya untuk menjelekkan nama teman sejawat
yang lebih dulu menolongnya. Seorang dokter harus ikut mendidik masyarakat
dalam cara menggunakan jasa pelayanan kedokteran. Seandainya seorang
teman sejawat membuat kekeliruan dalam pekerjaannya, maka teman sejawat
yang mengetahui hal itu seyogyanya menasehatinya. Dokteryang keliru harus
menerima nasehat ataupun teguran dengan lapang dada asal disampaikan
dalam suasana persaudaraan. Jangan sekali-kali menjatuhkan seorang sejawat
dan kedudukannya apalagi menggunakan pihak lain. Sewaktu berhadapan
dengan si sakit seorang dokter tidak boleh memperlihatkan bahwa ia tidak
sepaham dengan teman sejawatnya dengan menyindir atau dengan sikap yang
menjurus kearah demikian.

Untuk menjalin dan mempererat hubungan baik antara para teman sejawat,
maka wajib memperlihatkan hal-hal berikut :

a Dokter yang baru menetap di suatu tempat mengunjungi teman sejawat
yang telah berada situ. Hal ini tidak peru dilakukan di kota-kota besar
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dimana banyak dokter yang berpraktek, tetapi cukup dengan
pemberitahuan tentang pembukaan praktek baru itu kepada teman sejawat
yang linggal berdekatan.

b. Setiap dokter menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia yang setia dan
aktif. Dengan menghadiri pertemuan sosial dan klinik yang diselenggarakan,
akan terjadi kontak pribadi sehingga timbul rasa persaudaraan dapat
berkembang dan penambahan ilmu pengetahuan.

Terjalinnya hubungan baik antara teman sejawat membawa manfaat tidak
saja kepada dokter yang bersangkutan, tetapi juga kepada para pasiennya.
Rasa persaudaraan harus dibina sejak masa mahasiswa agar menjadi bekal
yang berharga.

Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat,
kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Biasanya kalau seseorang sudah percaya pada seorang dokter maka dokter
tersebut akan dicari terus walaupun jauh dan rumahnya.

Di kota besar perkembangan pengetahuan umum masyarakat maju dengan
pesat. Penyakit dengan pengobatan bukan rahasia bagi umum yang benar-
benar mempelajarinya. Juga karena diburu oleh keinginan untuk lebih efisien,
orang ingin segera sembuh. Oleh karena itu, banyak pasien yang walaupun
baru berobat 1 bari tapi belum sembuh, pada hari ke 2 telah ke dokter yang
lain. Dalam hal seperti ini dokter ke 2 yang menerima tidak dapat dikatakan
merebut pasien dari dokter pertama.

Seseorang yang telah kehilangan kepercayaan pada seorang dokter, tidak
dapat dipaksa untuk kembali mempercayainya. Dan kita paham akan hal ini.
Oleh karena itu, dokterlain yang kemudian menerima pasien yang bersangkutan
harus menasehatinya agar kembali ke dokter yang diperoleh dari dokter pertama
untuk tiga hari dan mengamati hasilnya. Sangatlah etis bila dokter yang kedua
bila menerima pasien sebagai pasiennya (sesuai hak asasinya) memberitahu
dokter pertama.

Sangat tercela kalau kita malahan mengganti obat dari dokter pertama
dan mencela pengobatan dokter pertama di hadapan pasien, padahal belum
sempat diamati efeknya dan karena semata mendengar keluhan pasien yang
tidak sabar dan terburu waktu.

Penggantian atau penghentian obat dapat dilakukan bila kita yakini bahwa
pengobatan dari dokter pertama memang nyata-nyata keliru, menimbulkan efek
sampingan atau tidak diperlukan lagi dan bijaksana jika dasamya dikemukakan.
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KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Seperti diketahui, dekter pada umumnya bekerja sangat keras. Pagi dan
atau siang bekerja di rumah sakit/poliklinikflembaga kesehatan lainnya atau
lernbaga pendidikan, sedangkan pada sore dan/atau malarn hari masih melakukan
praktek atau jaga malam.

Dckter umurnnya bekerja keras dengan metivasi mernbangun praktek pribadi
yang ramai untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau semata-mata
berdedikasi pada profesinya. Tanpa dirasa, prakiek yang sukses dan ramai telah
mendoreng dokter yang bersangkutan untuk tetap bekerja keras pagi sarmpai
malam.

Keadaan ini sering menyebabkan dokter kurang mernperhatikan keadaan
kesehatan dirinya. Disamping itu, karena enggan menganggu ternan sejawat yang
diketahui juga sibuk, maka bila ia sakit, tidak memeriksakan diri ke dekter lain,
tetapi menceba mengebati diri sendiri. Hindari mengobati diri sendiri, karena
biasanya kurang tuntas.

Laksanakan tindakan perlindungan diri. Kalau ada wabah untuk pencegahan
penularan diperlukan immunisasi, maka dokter harus rmelakukan imunisasi
terhadap dirinya dahulu. Kalau bertugas di klinik yang memungkinkan penularan
melalui udara, pakailah masker. Cuci tangan setiap selesai memeriksa pasien,
dan prosedur-prosedur pencegahan lainnya.

Dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat.

Siapa yang akan melakukan pengobatan bila dokternya sakit.

Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran / kesehatan.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

lIrmu pengetahuan dan tekneologi kedokteran berkernbang terus dengan pesat.
Seorang dekter harus mengikuti perkermnbangan tersebut baik untuk kepentingan
sendiri maupun kepentingan pasiennya. Dengan majunya ilmu pengetahuan pada
urmumnya, akan rakin meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan yang memadai atau lebih baik sesuai dengan kemajuan.

Peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknclogi kedckteran baru dapat
dilakukan melalui membaca berbagai literatur dalam buku, majalah ilmiah, brosur
dan sebagainya. Selain itu, dapat pula dilakukan melalui keikut sertaan dalam
simposium, seminar, lckakarya, latihan dan sebagainya. Dalam kaitan ini DI
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melakukan berbagai kegiatan ilmiah yang berakreditasi DI : dalam bentuk satuan
Kredit Partisipasi (SKP) IDI. Hendaklah para dokter mengikuti acara ilmiah DI ini,
disamping perternuan-pertemuan berakreditasi IDI.

Biasanya pada waktu muda dckter sudah mempunyai cita-cita menjadi
pengajar/peneliti tetapi waktu permulaan karier tidak sempat dilaksanakan misalnya
karena ditempatkan di daerah terpencil. Walaupun demikian janganlah cita-cita
ini dilupakan, karena masih dapat dilakukan dengan mengkaitkannya pada tugas
rutinnya misalnya penelitian yang berpengaruh setermpat atau melakukan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat setempat.

Kegemaran olah raga, musik dan lain-lain tetap dipertahankan dapat
dikembangkan, sebagai dokter yang setidak-tidaknya mermpunyai pengetahuan
yang lebih dari masyarakat seternpat, dapat menjadi penggerak masyarakat atau
pakar dalam pengermbangan bidang-bidang tersebut.
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Addendum 1:
Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI
Hasil Mukernas Etika Kedokteran lll, April 2001.

=¥

Sejarah Etika Kedokteran (Oleh: Prof. Dr. R.S. Samil, SpOG)

Profesi kedolderan mempunyai sejarah mengenai Kode Elik yang bermula
sedildinya Idra-ldra 2000 SM. Dalam Kode Etilc oleh Hammurabi, telah
disusun hermacam-macam sistem/peraturan mengenai para dolder.
Terdapat pula beberapa bagian mengenai norma-norma tinggi moral/aldvalc
dan tanggung jawab yang difrarapkan harus dimilild cieh para dolder serta
petunjulcpetunjulc mengenai hubungan antar dolder dengan pasien; dan
beberapa masalah fain.

Etika Kedolderan mempunyai 3 (tiga) azas polck, yaitu:

1.

2

Otonomi

a.  Halini membutuhlian ocrang-crang yang kompeten, dipengaruhi cleh
tiehendalc-fcehendalc dan keinginannya sendiri, dan kemampuan
fliompetensi) ini dianggap dimilild cleh secrang remaja maupun orang
dewasa, yang memilili pengertian yang adeluat pada tiap-tiap kasus
vang diperscalican dan memilili kemampuan untul menanggung
konsekwensi dan keputusan yang secara ofonomi atau secara mandiri
telah diambil.

b, Melindungi mereka yang lemah, berarti bahwa ldta dituntut untulc
memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian,
pengasuhan kepada anal-analk, para remaja, dan crang dewasa yang
berada dalam kondisi yang lemah dan tidalc mempunyai kemampuan
otonomi mandiri).

Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik

Dasar initercantum pada elilc liedolderan yang sebenarya bernada negatif;
Primum Non Nocere fjanganiah berbuat merugikan/salah).

Hendalnya kita bermada posilif dengan berbuat bail, dan apabila periu
kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang merupalcan awal lesejahteraan
para individu dan masyarakat.

Keaditan

Azas ini bertujuan uniulc menyelenggaralan keadilan dalam transaksi dan
perlakuan antar manusia, umpamanya mulai mengusahakan peningkatar
keadilan terhadap si individu dan masyarakat dimana mungkin terjadi
ristko dan imbalan yang tidak wajar dan bahwa segolongan manusia
fanganiah dikorbankan untuk kepentingan golongarr lain.
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Dewasa ini para dolter mungkin teriibat dalam praldelc-praltel yang
sungguh membahayakan terhadap umat manusia. Sejarah yang menyedihican
ini tefah menciptakan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nuremberg
Code, yang merumusian kembali etika icedcideran dan kode-kode internasional
lainnya seperti Deldarasi Helsinld mengenai penelitian terhadap manusia yang
merupalcan dasar bhioetika.

Etilka adalah usaha mengadakan refleicsi yang tertib mengenai gerakan
atau instuisi moral dan pilihan moral yang seseorang putuskan. Elika kedolderan
dapat diartikan sebagai kewajiban berdasarkan alhialdmoral yang menentulan
praldek kedolderan. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, masalah-masalah
elilc kedolderan merupakan masaiah yang paling penting daripada kesadaran
masyarakat, dengan keprihatinan yang terfokus pada beberapa masalah utama.
Masyarakat saat ini telah mempermasalahkan secara agresif mengenai
bagaimana dan kepada siapa pelayanan kesehatan diberikan. Perhatian
masyarakat mengenai masalah etilk kedolderan telah membawa profesi
kedolkteran kepada kebutuhan yang meningkat mengenai pandangan-
pandangan masyaralkat ini, tidak hanya yang berkenaan dengan hubungan
antara dolder dengan pasien, tetapi juga mengenai bagaimana lkemajuan dafam
ilmu dan telnologi kedolderan mempengaruhi masalah hal-halk asasi manusia,
susunan masyaralat dan kebifaican-kebijalcan pemerintah dalam hal pelayanan
kesehatan.

Tidal jarang diharaplkan bahwa palar etika mampu memecahian begiiu
saja masalah moral yang dihadapi. Harapan itu diperkuat fagi oleh
kecenderungan uniulc meminta jasa ahli etika sebagai konsuftan. Bantuan
konstidtasi di bidang telnilc atau finansial umpamanya. Ahli-ahii teraichir ini
menunjuldan jalan ke luar konlaret bagi masalah yang dihadapi. Di bidang moral,
keputusan etis harus diambil oleh pelalct moral sendiri. Hal itu tidalc bisa
diserahlcan liepada orang lain. Ahli filsafat Inggris C.B. Broad stidah menegaskan

ftis no part of the professional business of moral philosophers to tell peo-
ple what they ought or ought not to do ... Maral philosophers as such, have no
special information to the general public about what is right and what is wrong.

Keputtisan tentang perbuatan dan tentang kualitas moral perbuatan terletalc
dalam tangan si pelaku moral sendiri. Dalam konteles profesi hal itu lebih
mendesalc lagi, karena si profesional mengerti lebih bailc implikasi etis
masalahnya dan cara efisien uniulc mengatasinya. Ahli etika hanya bisa
membantu dalam mempersiapian keputusan itu atau dalam mengevaluasi
keputusan yang sudah diambil. Secara konlret bamtuan yang bisa diberilcan
ahli etilca baranglali dapat disinglcatican sebagai berilut: Menganalisis suatu
masalah moral dengan memperihatican semua implilasinya dan menjelasican
konsep-lonsep yang berperan di dalamnya. Masalah itu sendiri dan konsep-
konsep yang dipakai harus jelas dulu sebelum kita dapat memildrkan suatu
pemecahan yang beralasan. Diskusi tentang euthanasia, umpamanya sering
menjadi kacau karena kurang jelas apa yang diartilkan dengan istilah itu. Hal
yang sama dapat dilcatalan tentang hak mililc inteleldual, hak asasi manusia,
keadilan sosial dan banyal diskusi aldual lainnya. Analisis konseptual
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masalahnya dapat memperlihatkan kompleksitasnya dan menghindari,
terjadinya pemecahan yang teralu cepat dan berat sebeiah.

Keadaan dunia ldta selarang membtituhian reflelsi etis. Perlkiembangan
iimu dan telinologi, giobalisasi elionomi, perubahan radilal dalam masyarakat;
semua faldor ini menimbulian pertanyaan-pertanyaan moral yang tidalc dapat
dihindarican.

Dalam Garis Besar Haluan Negara sudah lama ditekaniaan bahwa
pembangunan tidak merupalkan suatu scal material saja, tetapi bahwa segi
spiritual harus difltsertakan pula. Etika justru termasuic segi non-material i
Waldu dan tenaga yang kita keluarkan untulk etika tidalc dipakai dengan sia-sia,
tetapi justru akan meningkatian kualitas pembangunan idta.

Good business, tidak boleh dimengerti semata-mata sebagaf bisnis yang
membawa untung hanyalc Pelayanan kesehatan yang bail tidalk saja berarti
pelayanan medis yang lulus dalam cost-benefit analysis. Yang bail itu
mempunyai arti, lebih mendalam lagi, arti moral yang bailc dalam arli itufah
merupakan dimensi paling fundamental dalam kehidupan manusia. Yang bailk
dafam arti, moral memberi nifai terdalam lkepada semua kegiatan dan usaha
idta. Dalam elilca ldta memfokusian dimensi fundamental itu. Memang benar,
dta tidalc mempunyai kepastian akan memperoleh hasil yang nyata, namun
ldta yaldn juga mencari sesuatu yang berarli dan bertanggung jawab.

Di negara-negara industri-pun dana uniul sistem pelayanan seperti yang
sekarang diterapian secara tepat tidak seimbang dengan sumber-sumber yang
ada dan dengan demildan juga tidak dimunglinian setiap warga negara
memperoleh pelayanan kesehatan yang diharapican.

Sudah jelas, bahwa kita harus meralat kelidal seimbangan antara
pelayanan promolif, preventif, kuratff, rehabilitatif dan sosial, dan bahwa lita
harus mengadalan penilaian untung ruginya.

Masalah yang menonjol dalam dunia kedolderan dalam dasawarsa alchir-
alchir ini adalah akibat tekanan dan spesialisasi dalam bidang kedolderan yang
terus meningkat, dan membawa Idta memberi prioritas lepada sarana-sarana
pelayanan kesehatan yang sangat canggih dan berlclkasi sentral, yang sering
lidalc ada hubungannya dengan lebutuhan masyarakat. Kila mengerti. hahwa
keadaan yang komplels dan iimu dan teknologi tefah membawa ldta ke
spesialisasi yang meningkat dan konsenirasi pada era yang semakin sempit.
Aldhat yang positif dari hal di atas adalah terihat dan berikembangnya dengan
pesat iimu pengetahuan dan bagaimana para peneliti memperdalam
penemuannya fehih dalam fagi.

Kerugiannya ialah, bahwa secara liasan, jila ldta gali maldin dalam, makin
sulkar ldta dapat melihat linglungan kita. Sebagai aldbat, terjadilah urangnya
kontak antara spesialis-spesialis kedcolderan dan ketidalc mampuan dalam
profesi medis umumnya untui dapat melinat hahwa dampalcterhadap kesehatan
masyaraicat dari praldek kedoideran kuratif adalah hanya satu faldor dari seldan
banyalc faldor sosio-elonomi, politilc dan kultural yang menetapian derajat
kesehatan dalam suatu masyarakat.
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Dalam mengamalian, profesinya, setffap dolder akan berhubungan dengan
manusia yang sedang mengharapian pertolongan dalam suatu hubungan
kesepalatan terapetiilc

Agar dalam hubungan ini dapat dijaga keenam sifat dasar di bawah ini,
maika disusun Kode Elilc Kedolderan Indonesia yang mertpakan kesepakatan
dolder Indonesia bagi pedoman pelalcsanaan profesi.

Kode Etilc Kedolderan Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup
bermasyarakat yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh bangsa In-
donesia sebagai faisafaf hidup bangsa.

Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjuidan oleh 6 (enam) sifat dasar yang harus
ditunjuldcan oleh setiap dolder yaitu:

Sifat ketuhanan,

Keluhuran budi,

Kemurnian nial,

Kesungguhan kerjfa.

Kerendahan hali, serta

. Integritas ilmiah dan sosial

Dolder mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap manusia
fain dan hulum, tetapiterpenting adalah terhadap keinsyafan batinnya sendir,
dan akthimya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan leluarganya alkan
menerima hasil usaha dari seorang dolder, lcalau ia percaya akan lkeahfian dolder
itu dan kesungguhannya, sehingga mereka lidak menganggap menjadi masalah
hila usaha penyembuhan yang dilaleiican gagal Perlu diperhatiican bahwa
perbuatan setiap dolder, mempengaruhi pendapat orang banyal terhadap
seluruh “corps” doider.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah
seluruh kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perikemanusiaan.

Masa kini adalah masa pembangunan dimana pertumbuhan elkonomi

sedang diusahakan. Kehidupan agraris mulai berubah ke arah industrialisasi
dimana efesiensi, dan upaya mencapai peningkatan perekonomian pribadi
sangat menonjol. Masyaralat muiai merasa bahwa dengan uang, segala yang
dikehendald dapat diraih. Masyarakat menjadi Iritis, jeli dan malin pandai.
Termasulcdi dalam kelecewaan atas pelayanan profesi lkedolteran yang mudah
terjadi. Sedikit saja kelemahan dolder, akan dipakai untul mengadu ke
pengadilan. Masyarakat semakin sadar akan haknya untulk memperoleh
pelayanan yang baik dan bermutu.
Masyarakat dolderpun tidal luput dari perubahan tersebut, sehingga
kemungiinan pelanggaran Kode Elil ini sangat besar. Profesi kedolderan
menuntut budi pekerti yang luhur. Tuhan Yang Maha Esa telah membuka
lesempatan bagi umatnya khususnya doider untulc secara nyata menclong
meringanican penderitaan sesamanya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara,
Bangsa dan kemanusiaan idta mempertanggung jawablcan pelaksanaan
pengamalan profesi dolder.

O AW
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b. Pasal3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Penjelasan khusus yang terkait dengan promosi terhadap komoditas yang
berhubungan dengan prakiik dokter {(diadopsi dan hasil Kepiutusan Muldamar
XXHE ID! tahun 1997, tentang promosi obat, kosmetika, alat dan sarana
kesehatan, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan rumah tangga).

Pendahuluan

Kehidupan di era gichal merupakan kehidupan yang amat dinamilk.
Keperfuan terhadap barang, jasa dan informasi dirasakan amat mendesalc
Demildan pula dinamika arus cbat, kosmetika, alat dan sarana kesehatan,
malcanan minuman dan perbelcalan lkesehatan rumah tangga. Salah satu pola
dinamila terhadap pelbagai komoditi tersebut adalah melalui sarana komunilcasi
yang untul efeldif dan efisiennya memeriukan upaya-upaya promosi, bail
fangsung maupun lidak langsung yang lertuju ke masyarakat fuas. Aldivitas
tersebut antara lain berbentul ildan di pelbagai media massa dan eleldronik,
bailc ildan biasa layanan masyarakat, pelbagal tampilan fainnya dalam arti luas
yang bersifat promosi suatu kepentingan, penyuluhan maupun sekedar hiburan.
Pribadi dolder merupakan salah satu daya tarik tersendiri terhadap aldivitas
promosi pelbagai hal di atas sehingga telah banyak upaya-upaya untulk
melihatkan dolder sebagai pemerannya, bailclangsung maupun tidal fangsung.
Hal ini mungldn terjadi mengingat bahwa dafam hubungan dolder - pasien,
kedudukan dolder yang relatif lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan
dengan kondisi (masyarakat) pasien yang relatif sedang menderita sehingga
kurang memiliii afternatif fogis dalam menentuican pilihan yang rasional. Secrang
dolder dalam kegiatan tersebut jelas alkan meningkatican daya saing dan
sekaligus daya jual pelbagai komoditi tensebut. Sedangkan pada sisi lainnya,
profesi kedolderan tetap merupatkan profesi pengabdian lepada sesama dengan
penuh kasih sayang uniuk kepentingan kemanusiaan yang keberadaannya
dibatasi oleh rambu-rambu etilaa kedolderan yang universal,

Bahwa industri le sehatan maldn berlkkembang dan adanya persaingan yang
ketat, apalagi kalau sudah masul pada masa pasar terbuka. Bahwa kelatnya
persaingan telah menyeret beberapa dolder sebagai bagian dari upaya-upaya
memenangican persaingan. Bemuic-hentulc ipaya yang melibatican dolder tefah
muncul dalam berbagai pemberitaan media massa yang lelah meresahkan
masyarakat maupun kalangan dolder. Karena itu pula dibuat panduan atau
standar yang lebih tegas yang dapat dijadikan pedoman bagi para anggota ID{
dalam bersilcap dan bertindalc atau belcetja sama dengan pihalc-pihalc lain.
Bahwa terdapat keluhan masyaralkat umum maupun kedolderan terhadap hal-
hal yang dapat menurunkan citra dan martabat profesi kedolderan seperti:
dugaan kolusi cknum dokder dengan industri farmasi, ildan promosi di media
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elektronik yang mefibatkan sosok dokter, informasi fenfang pengobatan baru atau
affernalif yang belum tenyi dan terkesan mempromosikan diri sehingga dapat
menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan sumpah dokter, KGDEKI dan nilai-nifai yang berlaku di

masyarakat maka berkaitan dengan promosi obat, kosmelika, alat dan sarana
kesehatan, makanan minuman dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Muitamar IDI menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1

Pada dasamnya dokier sama sekali tidak boleh mefibatkan di dafam pelbagai
kegiatan promosi segala macam komodili tersebut di atas, termasul barang-
barang jasa dan informasinya mengingat dokier adalah profesi yang
berdasarkan pada pengabdian fulus, panggilan hati nurani dan bertradisi
luhur membakiikan dirinya untuk kepentingan kemanusiaan, sementara
promosi sefalu terkait kepada kepentingan-kepentingan yang seringkali
bertentangan atau tidak menunjang tugas mufia kedokteran.
Wahana promuosi yang mefibatkan sosok doider pada hakekainya adalah
wahana ilmiah kedokteran yang lazim seperti peibagai temu ifmiah, jurnal
serta wacana iimiah fainnya.
Pada prinsipnya dokler praldek tidak diperkenankan menerima komisi dan
hasif penjualan suatu produk kedolderan yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan kedokterannya, karena hal fersebut dapat menghifangkan
kebebasan profesinya.
Gieh karena itu hal-haf tersebut dibawah ini difarang difakulan oleh dolder
praldek:
a. Menrenma komisi atas penulisan resep obat/alat kedokieran dariindustri
farmasi/alat kedokieran terteniu.
b.  Melakukan ‘penekanan” kepada industri farmasi seperii pernyataan
lidak akan menuliskan resep obat-obat dar pabrk farmasi terfentu
Jika tidak memberi imbalan tertentu untuk kepentingan pribadinya.
¢. Mendapat atau meminta komisi dari sarana penunjang medis (misal
labaratorium, radiologi dsb), atas pasien yang dirujuknya ke sarana
tersebut.
Promosi dalam bentul illan berbagai komodili tersebut di atas yang
melibatkan seorang dokier sebagai pemerannya harus senantiasa
dipandang sebagai berpeluang membahayakan dan menurunkan harkat
kemanusiaan apabila diterima oleh masyarakat awam yang tidak terdidik
dan tidak kritis karena mereka menganggap hal itu sefaiu benar. Apalagi
khususnya pasien yang kondisinya seringkali tidak mampu fagi berpikir jernih
dan sufit mefihat afternatif fogis.
Perbuatan dolder sebagai pemeran mandiri dan fangsung suatu ikian
promosi komoditi tersebut di atas yang dimuat media massa dan eldronik
sebagai iklan atau yang dapat ditafsirkan sebagai iklan merupakan
perbuatan tercela karena tidalk bisa menyingkirkan penafsiran adanya suatu
niat lain untuk remuji dir sendini sebagaimana yang telah ditentukan dafam
kode elik kedokleran. Walau bagaimanapun baiknya alktivitas promosi itu
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10.

dibaiasi oleh ketidalk mampuan media tersebut sebagai wahana komunikasi
ifmiah kedokieran sebagaimana cin-ciri utama suatu profesi.

Perbuatan dokder yang langsung menyebut, menulis atau hal-hal yang bisa
dikaitkan dengan penyebutan dan penufisan nama dagang dan atau sebutan
khas produl/komoditi tersebut merupakan perbuatan ftercefa. Apalagi
dengan menyebutkan jati dirinya sebagai dokier.

Perbuatan dokter sebagai pemeran tidal fangsung sosok dolter sebagai
iklan fayanan masyarakal, features, kolom/acara display, kolom/acara
hiburan, kofom/acara dialog, film dokumenter, film singkat, sinetron dan
lain-lain merupakan perbuatan tercela apabifa dilakukan dengan itikad
memuji dii sendiri, atau menyebutkan jaii dirinya bahwa ia seorang dokler,
atau ditayangkan atau diterbitkan berulang-ulang, baik sebagian alau
keseluruhan terbitan atau tayangan tersebut, atau karena oleh kalangan
rata-rata sejawat dokier fainnya ditafsirkan sebagai adanya anjuran unfuk
memilih atau membela kepentingan komoditi tersebut dan atau oleh mereka
dianggap adanya ildan terselubung. Apalagi misi yang dibawakan hanyalah
masalah yang sehari-hari, yang remeh-remeh atau hanya mencerminkan
gaya hidup kefompok masyarakat lertentu yang terbatas.

Perkecualian adalah bahwa untuk memerankan hal itu tidak ada seorangpun
artis non dokler atau mahasiswa kedokleran yang sanggup menjalankannya
atau keberadaan sosok dokter akan sangat membantu memberikan
informasi bagi keadaan yang benar-benar amat penting bagi jalan keluar
dan masalah kesehatan masyarakat, alau keamanan bangsa dan negara
Indonesia

Perbuatan dolder sebagai pemeran langsung promosi komodili tertentu
kendatipun dalam wahana ilmiah kedolderan merupalian perbuatan tercefa
bila bertentangan dengan kepentingan kemanusiaan dan fujuan kedokteran
itu sendiri, lidak berdandaskan pengetahuan kedokieran fertinggi dalam
bidangnya, belum diyakini sebagai produk yang banyak diberikan kepada
manusia yang sedang sakit, dan hal itu tidak akan dilakukan kepada dirinya
sendiri maupun sanak kefuarganya bila mengalami hal yang sama. Apalagi
hal itu semata-mata hanya difakukan berdasarkan adanya kepentingan
memperoleh imbalan, fasilitas atau bantuan yang patut diduga akan
diperoleh dan pihalk lain atau pihalk manapun juga, karena hal ini benar-
benar bertentangan dengan ofonomi profesi yang bertanggung jawab.
fkatan Dokter Indonesia (IDI) mengecam segenap perbuatan dar pihak
mana pun dalam hal kegiatan promosi suatu produk atau komoditi yang
berupaya atau difafsirkan sebagai upaya untuk menurunkan keluhuran
profesi kedokteran, apalagi hal itu difakukan dengan sengaja, dengan itikad
tidak baik, hanya untuk kepentingan segefintir kefornpok dalam masyarakat
tertentu, hanya merupakan masalah yang sesaal, remeh dan tidak
menyelesailkan kedudukan dokier sebagai sosok yang diharmati
masyarakat

fkatan Dokter Indonesia (IDf) menghimbau kepada pihak pers dan media
massa serta perikfanan dan masyarakat luas uniuk menghormat norma
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silkkap dan perilaku elis kedolkieran dan semua dokler Indonesia
sebagaimana yang telah dibakulkan dalam lafal sumpah dolder dan Kode
Elikk Kedokleran Indonesia.

11. fkatan Dokder Indonesia (1D} menghimbau kepada pelbagai pihak agar
tertebih dahulu mengikut serfakan dan mempertimbangkan pandangan
kalangan profesi kedolkleran dalam sefiap upaya promaosi semua komoditi
yang melibatkan sosok dokler sebagai pemerannya.

12. Perbuatan doldier yang menyiarkan, mempromosikan cara-cara
pengobatan “allernatif’ yang belum diterima kesahihannya dalam ilmu
kedokieran bailk pada media celak afau media elekironilk menupakan
perbuatan tercela karena hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat
penigguna jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang
telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Penjelasan khusus yang terkait dengan “Surat Keterangan Medis”.
{Oleh: Dr. Budi Sampurno, Sp.F, 8H)

Sturat keterangan medis adalah lceterangan teriulis yang dibuat cleh dolder
untuic tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyaldt pasien atas permintaan
pasien atau atas permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien.

Surat lketerangan medis harus dibuat berdasarian hasil pemeriicsaan medis
yang secara teknis medis relevan, memadai dan benar, serta diinterpretasilcan
dengan menggunakan ilmu pengetahuan kedolderan yang telah diterima pada
saat itu {state-of-the-ar).

Dolder pembuat surat lceterangan medis tersebut harus dapat membuiditcan
kebenaran keterangannya apabila diminta. Dengan kalimat "memeriksa sendiri
lebenarannya" sebagaimana tercantum dalam pasal ini berarti bahwa dolder
tersebut menginterpretasiian hasi-hasil pemerilcsaan medis yang tefah diyalkini
lebenarannya, bailc yang difalulannya sendini maupun yang difalulcan oleh
sejawatnya alau hasil konsultasinya.

Surat lketerangan sehat diberifcan untulc memenuhi leperiuan terteniu. Perfu
diingat bahwa, sehat untulc suatu keperiuan tertentu membutuhican tingkat
kesehatan yang tertentu pufa. Tingkat kesehatan untulc membuat surat izin
mengemudi (SIM) berbeda dengan tingkat kesehatan uniuk masuk sekolah
atau perguruan tinggi, menjadi tentara, menjadi pitot dif. Oleh karena itu surat
keterangan sehat harus menyebutkan tujuannya, apakah untulcmembuat SIM,
mendaftar sekolah atau perguruan tinggi, dan sebagainya.

Surat keterangan sakit atau istirahat sakit harus dibuat beriaitan dengan
suatu keadaan saldt tertentu {pathology, impairment, disability dan handicap)
dan dituitikan sebagai salah satu upaya penyembuhan penyaldt tersebut.
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Keterangan ini tidalc menyebutlan diagnosis penyakitnya, melainian hanya
menyebutkan bahwa pasien sedang sakit dan membutuhian istirahat selama
jumiah hari tertentu. Namun, pada umumnya pemberian istirahat saldgt lebih
dari 14 fempat belas) hari mengharusian disebuinya diagnosis penyaldt pasien
tersebut.

Surat iceterangan medis yang dibuat atas permintaan resmi penyidilc yang
berwenang tentang hasil pemerilcsaan medis atas seseorang manusia, bailc
sewaldu hidup atatpun setelah meninggal, yang dibuat berdasarikan sumpah
dan menggunakan ilmu pengelahuan kedolderannya serta ditujulan untul
iepentingan peradilan pada umumnya, disebtt sebagai visum et repertum.
Namun demildan terdapat pula keterangan yang tidal disebut sebagai visum
et repertum mesidpun ditujulcan untulc icepentingan peradifan, seperti surat
iieterangan saldt untulc tidale dapat menghadiri persidangan, keterangan saldt
uniulctidalk diperilisa | diinterogasi, keterangan sakit bagi tahanan dan terpidana,
dan keterangan tentang kelayakan untulc disidangkan {fitness to stand trial).
Keterangan-ieterangan seperti ini sebailinya dibuat cleh dokder yang bukan
sebagai doider pengobat crang tersebut.

Pada halcelcainya sesecrang yang membtituhian perawatan inap di rumah
saldt dapat dinyatalan sebagai salit dan tidalk dapat dimasuldan ke dalam
tahanan (kecuali dalam rumah sakit tahanan) ataupun diajukan ke sidang
pengadilan.

Selain itu, sesecrang yang memiliki gangguan mental tertentu dapat
dinyatalcan sebagai "tidalk layalc diajulcan ke pengadilan”. Kelayalan sesecrang,
diajulan e pengadilan itu harus diputtisican oleh psildater dan diperoleh dari
suatu pemerilcsaan psildatris yang adelual, serta melalui prosedur hulaum yang
berlaku.

Seorang tahanan ataupun terpidana bulanlah orang yang memilild halc
sipil yang penuh, sehingga ia tidak memilili kebebasan penuh dalam memilih
dolder atau rumah saldt tempat ia akan dirawal. Dengan pertimbangan
iieamanan, penyidik atau jalsa penuntut tumum berwenang menentuian tempat
perawatan tahanan setelah berkonsultasi dengan dolder. Dolder diharaplkan
uniule tidalke dengan mudah merujul pasiennya yang berstatus tahanan atau
lerpidana ke sarana kkesehatan diluar negeritanpa berlconsuftasi teriebih dahulu
dengan pihak yang berwenang

Keterangan dolder dapat juga diberikan tidak dalam hentuic teriulis, misalnya
penjelasan lepada pasien dalam rangka pemenuhan hak pasien atas infermasi
medisnya atau dalam rangka memperoleh informed consent. Dalam hal ini dolder
diharapkan memberilkan informasi yvang benar, jujur, lengkap, dan sejelas-
Jjelasnya sehingga pasien dapat memahami dan membuat leputusan dengan
bebas.

Pasal 7c
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien
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Penjelasan khusus yang terkait dengan “Uraian Hak-hak Pasien dan Hak-
hak Dokter”. (Oleh: Dr. Budi Sampurno, Sp.F, SH)

Hak-hak pasien telah diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam :

a. Declaration of Lishon (1991)

b. Penjelasan pasal 53 Ul No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

c.  Surat Edaran (SE) Ditjen Yanmed Deplees RI No YM.02.04.3.5.2504 tentang
Pedoman Halc dan kewajiban pasien, dolder dan rumah saldl.

d. Deldarasi Muldamar IDI 2000 tentang Halk dan kewajiban pasien dan doider

Dalam Deldarasi Lisabon (1991) halchak pasien tersebut adalah:

Hal memilih dolder

Halk dirawat doider yang “bebas”

Halc menerima / menolalk pengobatan setelah menerima informasi
Halk atas kerahasiaan

Halc mati secara bermartabat

Hal atas dukungan moral / spiritual

HO R0 T

Sedanglan dalam Ul Kesehatan disebutlcan antara fain:
Hal atas informasi

Halk atas “second opinion’

Hak memberikan perselujuan pengobatan /tindakan medis
Halc atas kerahasiaan

Halc pelayanan kesehatan

*ao T

Selanjutnya hal-halk pasien secara rinci juga diurailcan dalam SE Ditjen
Yanmed Deplees RI Nc YM.02.04.3.5.2504 dan dalam Deldarasi Muldamar ID{
2000 tentang Halc dan kewajiban pasien dan dolder. Lebih jauh tentang halc-
halc pasien dapat dilihat di bulu “The Rights of Patients in Europe” {Leenen
didq, 1983) dan “Etika Kedolderan Indonesia” {(Samil, 2001).

Dolter harus menghormali hal sejawatnya, yang pada prinsipnya terdiri
dan hak profesi dan hak perdata. Sejawat berhak memperoleh kesempatan
untulc mempralkdeldcan profesinya dengan bebas, elis dan bermartabat, serla
berhalc mengembangikan sikap profesionalismenya. Demilian pufa tenaga
kesehatan lainnya juga memiliii halchalc profesi serupa yang harus dihormati
oleh dolder. Selain hak profesi di atas, dolder juga harts menghormati halc-halk
sipil / perdata yang dimilild oleh setiap orang dalam diri para sejawatnya dan
tenaga kesehatan lainnya.

Menjaga kepercayaan pasien dilalkukan dengan cara melalkulan segala
sesuatu dengan ramah, sopan, penuh empati dan belas kasihan. Tentu saja
tanpa melupakan silkap etis, bertindal sesuai standar profesi dan tidak
melakulkan tindakan yang tercela atau melanggar hukum.
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Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
mekluk insani

a. Penjelasan khusus yang terkait dengan “Keikutsertaan Dokter dalam
Eksekusi Pidana Mati, termasuk Penyiksaan’ (Oleh: Dr. Budi Sampurna,
Sp. F, &H).

Profesi kedolderan adalah salu-satunya atau setidaknya profesi yang
pertama kali menyatakan dalam sumpah profesinya untulc belerja membela
peri-liemanusiaan, tidal alan melalaikan perbuatan yang bertentangan dengan
peri-lkemanusiaan, dan melindungi lehidupan manusia. Pemyataan inf pula
vang merdpalcan salah salu alasan yang menjaditan profest ledolderan menjadi
profesi yang fuhur dan bermartabat. Kata-kata “sejalkc saat pembuahan” yang
ada dalam Kode Elilc Kedokteran Indonesia sebelumnya telah dihifanglan
dengan pertimbangan sebagai berited :

a. Bahwa esensikewajiban dolder uniulc melindungihidup insani adalah sejalc
awal kehidupan hingga alchir lcehidupan.

b. Bahwa alat kontrasepsi IUD vang telah diterima dalam masyarakat Indo-
nesia sebenarnya bekerja bukan dengan cara mencegah konsepsi
fpembuahan) melainkan dengan cara mencegah nidasi atau berarti
konsepsi telah terjadi, sehingga norma penghormatan hidup insani sejalc
saat pembuahan menjadi tidak tepat lagi.

¢. Bahwa perliembangan ilmu dan teknologi ledolderan telah memungikinian
dilalailannya pembuahan in-vitro fbayi tabung) yang berdampalc adanya
hasi konsepsi yang tidal ditanam di tlerus.

d. Bahwa alas pertimbangan di atas pula maka dalam persidangan World
Medical Association Assembly ke-35 di Venice tahun 1983, maka text In-
ternational Code of Medical Ethics tidak mencantumican lagi lata "sejalc
saat pembuahan”.

Konsekuensi dan silcap menghormati kehidupan malduic insani ini adalah
bahwa setiap tindakan dolder yang melemaikan atau menghentikan atau tidak
berupaya mempertahankan suatu kehidupan manusia tanpa alasan yang dapat
dibenarkan, dianggap sebagai tindakan yang tidak elis.

Deldarasi Tokyo adalah pemyataan dan World Medical Association pada
tahun 1975 dalam persidangannya ke 29 di Tolyo. Dalam preambul deldarasi
ini dinyatalcan bahwa dolderwajib tetap menghormati iehidupan insani me sidpun
dalam keadaan diancam serta tidalc menggunakan iimu kedolteran untulctujuan
yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Deldarasi Tolyo melarang dolder turut serta atau berpartisipasi dalam tindalan

penvilisaan atau tindalkan fain yang brutal, tidal manusiawi atau merendatikan

martabat manusia. Dokler dilarang menyediakan cara, alat, bahan atau
pengetahuannya guna memudahkan terjadinya penyiksaan, termasuk
mengevaluasi kesehatan seseorang sebelum, selama dan sesudah
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penyiksaan guna kepentingan berjalannya penyilsaan itu: bahkan hadir di
termpat terjadinya penyilsaan pun dilarang.

Dalam hal ini penyilcsaan diartilan sebagai seliap tindakan kesengajaan
yang sistematilc atau ketidalc hati-hatian, yang merusalk fisilc atau mengakibatian
penderitaan mental sesecrang, yang difakulcan oleh satu orang atau lebinh yang
bertindalk sendiri atau atas perintah pihai yang berwenang, untulc memaksa
sesecrang guna mempercleh informasi, pengakuan atau untulc tujian fain.
WMA juga meresolusilcan suatu sitap hahwa adalah tidak etis bagi doiter yang
turut serta atau berpartisipasi dalam suatu elsekusi hulcuman mati, dengan
cara apapun, dan dalam tahap apapun dalam prose s elcselusi tersebut (Resolusi
WMA tahun 1981 dan 2000).

b. Penjelasan khusus yang terkait dengan “Letting Die Naturally Dan Mini-
mal Treatment Versus Euthanasia’. (Oleh: Dr. Iman Hilman. Sp.Rad,
MPH)

Pasal 7d yang mengharuskan dolder untulc “senantiasa melindungi hidup
malhiulc insani®, bersumber dan “ Sumpah Dolder” (yang berlaku sampai saat
ini, yaitu hasif penyempurnaan Rakemas MKEK-MPZ2A tahun 1993, khustsnya
lafal sumpah yang ke-6, 7 dan 8, ialah :

5.  Saya tidaic akan mempergunalkan pengetahuan dolder saya untuk sesuatu
yang bertentangan dengan perikemantsiaan, sekalipun diancam.

7. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dan saat pembuahan.

8. Saya akan senantiasa mengutamalan kesehatan pasien.

Dalam mengamallan kewajiban “melindungi hidup maldiul insani” ini
secrang dokier harus senantiasa mengingat hal-hal sebagai berilest :

1. Bahwa hidup mati sesecrang adalah mertpaican kelkuasaan Tuhan, dan
bhahwa pada hakelkatnya manusia dalam menghadapi permasalahan hidup
dan mati ini harus berpedoman pada agama yang diandinya masing-
masing.

2. Bahwa betapapun majunya dan tingginya ilmu dan teknologi f{iptek)
kedckteran vang telah lita capai namun semua ini memiliki keterbatasan,
hingga pada batas terteniu secrang dolder harus mengakui bahwa dia
lidak lagi akan dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Bahwa perkembangan dan kemajuan IPTEK khususnya di bidang
kedckteran, di samping telah membawa banyalk manfaat bagi kehidupan
manusia, di pihakclain telah membawa perscalan baru yang terutama sangat
erat kaitannya dengan permasalahan moral, diantaranya telah membuat
kaburnya batas-batas antara hidup dan mati, dan bahwa tugas dolder dalam
melalailan imtervensi medilc terhadap pasiennya bulkan hanya seledar
bertujuan untulc “‘mempertahanican hidup dan memperpanjang usia”tetapi
juga harus mempertimbanglkan “kwalitas hidup®, yaitu “hidup yang
bagaimana” yang harus Idta pertahanican itu.

4.  Bahwa nilai-nilai moral dan agama lebih mertipalcan pedoman bagi seorang
dolder dalam bersilap dan bertindalk sesuai kebenaran yang divakininya,
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dan yang harus dipertanggungjawabian kepada hati nuraninya sendiri
dan Tuhan yang sesuai dengan keyalkinannya masing-masing, sehingga
lebih bersifat subyeldif. Sementara yang lebih chyeldif ialah sumber hulum
berupa perundang-undangan yang mengatur permasalahan “hidup mati”
seseorang, khususnya yang berkaitan dengan saal-saat kritis dalam
rangkaian pengembangan di masa mendatang. Demildan pula bahwa Kode

Etilc Kedclteran sering tidak berdaya lagi dalam menghadapi isu-isu baru

sehagai alibat perubahan yang cepat dan drastis dari iptel kedolderan.

Mala dalam menghadapi semua kenyataan ini, pertama-pertama secrang
dolder sejalk awal harus menjalin hubungan yang bailc dengan pihak keluarga
pasien. Setiap pengambilan keputusan bail untul tujuan diagnostik, terapi
madpun berbagai tindakan lainnya, harus selalu dengan perselujuan pasien
dan atau keluarganya.

Dalam mengamailan pasal 7d KODEKI, yang berbunyi “Setiap dolder
harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup malchiulcinsani®,
maka yang jelas difarang bailc oleh Kode Etilc Kedolderan, juga dilarang oleh
Agama matpun Undang-Undang Negara adalah perbuatan-perbuatan:

. Mengugurian kandungan (abortus) tanpa indikasi yang benar.

2. Mengakhir kehidupan sesecrang pasien dengan alasan bahwa menurut
ilmu kedolderan penyalkit yang dideritanya tidalc mungkin lagi bisa
disembuhilan {euthanasia).

Tindakan aborsi yang dibenarkan ofeh undang-undang sampai saat ini, y.1.
sebagaimana termuat dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehalan, Pasal
15, hanya dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil.
Dan inipun hanya dapat difakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahiian dan kewenangan untuk ini, serfa berdasarkan pertimbangan fim ahfi,
dan harus ada persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau
keluarganya, dan harus difakukan di sarana kesehatan fertentu (rumah sakif).
(Dan inipun PP-nya masih befum keluar). Tindakan aborsi atas indikasi-indikasi
lain seperti sosial, humaniter dan eugenelik, seperti di negara-negara lain, yang
bukan hanya untuk menolong si ibu, melainkan juga dengan pertimbangan demi
keselamatan si anak, baik jasmaniah maupun rohaniyahinya, sampai saat ini ? di
Indonesia belum ada undang-undangnya. Memang dengan alasan kemajuan
dalam bidang diagnostik prenatal, dengan dapat ditemukannya berbagai penyakit
bawaan yang berat dan penyakit genetik yang tidak memungkinkan bayinya dapat
hidup normal, sudah banyak tuntutan untuk dibuat undang-undang yang
memperbolehkan difakukannya tindakan aborsi dengan indikasi yang lebih fuas.
Dengan kemajuan iptek di bidang kesehatan reprodulksi dan fertilitas, juga
banyak permasalahan yang tidak lfagi bisa terjangkau cleh Kode Elik
Kedckteran; demikian pula yang ada dalam UU No. 23 tahun 1992, tentang
Kesehatan, masih terbatas pada “kehamilan di luar cara alami®(bayitabung”).
yaitu sebagaimana diuraikan dalam pasal 16 yangterdiri dan tiga ayat. Dalam
pasal 16 ini hanya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami
hanya dapat dilakukan cleh pasangan suami isti yang syah, dan hasil
pembuahan sperma dan ovum dari suamiistri tersebut ditanamkan dalam
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rahim istri dari mana pembuahan sperma dan ovum berasal, dan harus difalclcan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kkeahlian dan lkewenangan uniulc itu,
serta dilakukan di sarana kesehatan tertentu {rumah sakit). Dalam pasal 16
dan UU No. 23 tahun 1992 ini, jelas bahwa “sewa rahim” {surrogate mother-
hood) tidak diperbolehican di Indonesia. sementara mengenai periakuan
terhadap sisa kelebihan embryo, penyimpanan embryo dan lain-lainnya yang
berkaitan dengan ini masih belum diatur. Kemungkinan akan dijabarkan
pengaturannya dalam PP yang masih belum dibuat.

Mengenal “euthanasia” aldhir-akthir ini banyalc menaril perhatian, lhustsnya
sehubungan dengan dampalk dan perikembangan dan kemajuan IPTEK
Kedokteran. Di satu sisi ini mempunyai nilai negatif karena istifah ini mempunyai
arti sebagai ‘pembunuhan tanpa penderitaan” {mercy killing) terhadap pasien
yang tidak dapat diharapkan lagi untulc disembuhican, namun di pihak fain ini
dapat dianggap sebagai bagian dan tindakan menghcrmati kehidupan insari,
karena ini juga dapat diartilkan “mengakhiri atau tidaikc memperpanjang
penderitaan pasien” yang secara medis sudah lidak munglin lagi dapat
disembuhican. Pada dasarnya “euthanasia” dibedalkan menjadi dua, ialah:

1. Euthanasia aldif, yaitu berupa tindalcan “mengalchiri lehidupan” misalnya
dengan memberikan obat dengan dosis lethal kepada pasien.

2 Euwthanasia pasif, yaitu tindakan atau perhuatan “membiarkan pasien
meninggal’ dengan cara misalnya tidalc melalulan intervensi medik atau
menghentilannya seperti pemberian infus, malanan liwat sonde, alat bantu
pernafasan, tidalk melakulan resusitasi, penundaan operasi dan fain
sehagainya.

Mengenai euthanasia aldif, banyalc negara yang menentangnya sekalipun
pada kenyataannya sudah banyak negara yang mentolerir tindakan ini, di
Amerilca Serikat “euthanasia” lebih populer dengan istilah ‘physician assisted
suicide". Negara yang telah memberlakukan diperbolehicannya euthanasia lewat
Undang-Undang adalah Negeri Belanda, dan di Amerika Serilkat baru ada satu
negara bagian yang memperbolehican euthanasia (assisted suicide) ialah negara
bagian Oregon. Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasiia,
dengan sifa yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak munglin
dapat menerima tindakan “euthanasia aldif”.

Mengenai “euthanasia pasif, adalah merupalan suatu “daerah kelabu”
karena memilili nilai yang bersifat "ambigu”, yaitu di satu sisi bisa dianggap
sehagai perbuatan amoral, tetapi di sisi lain bisa dianggap sebagai perbuatan
muiia karena dimalksudian untuk tidak memperpanjang atau guna mengalhiri
penderitaan pasien, dengan febih membiarian penyalit yang diderita pasien
berjalan secara alamiah.

Bahwa dalam menghadapi pasien di althir hayainya, dimana iimu dan
telnologi kedolderan sudah tidalc berdaya lagi untulc memberikan lcesembturhan,
hendalmnya herpegang kepada pedoman sebagai berikut:

1. Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang
sehenamya dan sejujurjujumya mengenai penyaldt yang diderita pasien.

2. Dalam keadaan dimana ilmu dan telnologi kedolderan sudah tidak dapat
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fagi diharaplan untulc memberi kesembuhan, maka upaya perawalan
pasien bukan lagi ditujulan umulc memperoleh kesembuhan melainian
harus lebih ditujulan untul mempercleh kenyamanan dan meringankan
penderitaan.

3. Bahwalindalcan menghentiian usia pasien pada tahap menjelang ajalnya,
tidak dapat dianggap sebagai suatu dosa, bahian patut dihormati. Namun
demildan dolder wajib untul terus merawatnya, sekalipun pasien dipindah
ke fasilitas fainnya.

4.  Beban yang menjadi tanggungan keluarga pasien harus diusahafkan
seringan mungkin, dan apabila pasien meninggal dunia, seyogyanya
bantuan diberilan kepada keluarganya yang ditinggal.

5. Bahwa apabila pasien dan atau keluarga pasien menghendald menempuh
cara “pengobatan alternalif” lidalc ada alasan untulc melarangnya selama
tidalk membahayalkan bagi dirinya.

6. Bahwa dalam menghadapi pasien yang secara medis tidak memungkinican
lagi untulc disembuhican, termasulc penderita “dementia®lanjut, disarankan
untulc memberilcan “Perawatan Hospis” (Hospice Care).

Selanjutnya pedoman yang lebih rinci dan lebih telmis, adalah merupalkan
tugas dari Komite Medil di setiap Rumah Saldt untulc menyusunnya.

Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran/kesehatan.

a. Penjelasan khusus yang terkait dengan klonasi/cloning (diadopsi dari hasil
Keputusan Muldamar XXIH 1D tahun 1997, tentang Klonasi (Cloning)

Pendahuluan

Reproduksi (kembang biak) manusia memang dianjurkan atau mungkin
diperintahian oleh Tuhan. Dan melaksanakan anjuran/perintah Tuhan tersebut
adalah idaman setiap manusia yang mengaku beriman kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Tuhan telah memberi petunjulkinya, yvaitu melalui perniiiahan anara
searang laki-fali dan seorang perempuan. Dan kembang biak freprodulesi) yvang
terjadi dari pernikahan merupakan hasil kerja-sama antara kedua orang yang
meniktah tersebut. Secara rinci kerja-sama lersebut berupa persatuan amara
sel mani (sel sperma) dari silaki-laki dengan sel telur {ovum) dari si perempuan,
yang dari sudut kedolderan {biologi} dikenal sebagai fertilisasi. Lebih dalam lagi
persatuan kedua sel tersebut merupakan persatuan materi genetilc dan si lald-
laki fcalon ayah) dan dari si perempuan {calon ibu). Materi genetilk yang
diturunican dari ayah dan dari ibu, merupakan ‘nasab’ seseorang, yang tidak
akan dapat dipungkiri dan tidalk akan dapat ditiadakan. Setiap manusia memiliki
‘nasab’ atau hubungan genetilc dengan kedua orangtuanya {(ayah dan ibunya).
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Klonasi, merupalkan cara reproduitsi salah satu maldulc hidup yaitu balderi
yang sangat sederhana. Balderi ‘membentul salinan dirinya {copy), yang dapat
dinilai kembarannya karena memilild materi genetilc yang sama dengan balderi
asainya. Melalui cara ‘reprodulcst’ ini, balderi memperbanyalc diri, dari 1 menjadi
2, lalu menjadi 4 dan kemudian menjadi 16 dst. Proses tersebut dalam
mikrobiologi dittenal sebagai ‘cloning’, yang walapun merupalan cara reprodulsi
{pada balderi), pada dasamya berbeda dan reprodilesi pada organisme (mahlulc
hidup) tinglat lebih tinggi seperti umpamanya kodol ikan, burung, sapi apalagi
manusia. Reproduisi (kembang biak) cara balderi dikenal secara umum sebagai
reproduksia seksual. Pada berbagai mahiulc hidup bulcan balderi. reprodufcsinya
secara umum serupa dengan manusia, yaitu ada pertemtuan antara sel lkkefamin
dari indulc jantan dan sel kelamin dari indulc betina, dan dilcenal sebagai
reprodulcst seicsual.

Pada reprodulcsi selcsual dilcenal adanya indulc jantan dan indulc betina,
tetapi pada Idonasi freprodulesi aseksual) tidalc terdapat indul jantan dan indulc
betina. Secara alami, reprodulcsi aselssual merupakan upaya reproduicsi maldulc
hidup tinglat rendah.

Kionasi selfaringan pada manusia sebenamya bukan hal baru kkarena bio-
teknologi ini dapat dimanfaatkan di bidang kedolderan. Penelitian dan
pengembangan antigen dan zat anti monoldonal, yang dapat digunalan dalam
segi diagnosis dan pengobatan penyaldt tertentu memang telah dilakulkan.
Klonasi hewan yang sekarang ini terbuldi dapat difakulcan di masa mendatang
akan membuka era baru dalam bidang embriclogi. Melalui idonasi hewan akan
dapat dilakukan penelitian idonasi organ, yaitu membuat reproduksi organ
tertentu, tanpa melalui reprodulcsi hewan secara utuhfiengiap. Penelitian
semacam ini alkan sangat hermanfaat, dalam upaya untulc menyedialcan organ
tertentu, yang nantinya dapat ditransplantasilan kepada crang yang memang
memeriukan transplantasi organ tubuh tertentu.

Klonasi pada manusia secara teoritilc alcan dapat saja dilakutlan pada masa
mendatang. Setelah keberhasilan melalculcan pengidonan pada domba. Melalui
upaya lersebut, manusia direproduksi tanpa menyatukan sel kelamin/materi
genetlilc dan ayah fiald-lalg dan sel lcefamin/materi genetilcdan ibu (perempuan).
Seandainya ldonasi manusia dilakulan, manusia hasif Idonasi tersebut tidalke
memilild ayah dan ibu. Keadaan tsh. jelas berbeda dan manusia fain yang nor-
mal. Manusia hasil ldonasi tersebut memilild hubungan genetilc hanya dengan
manusia sumber idonasi. Dan iarenanya manusia hasil ldonasi {yang merupalan
cara reprodiksi kembang-bialc balderi), dapat dinilai ‘sederajat atau setingkat’
dengan balderi.

Berdasarican kenyataan yang diurailcan seperti tersebut di atas, upaya
reprodulcsi manusia dengan cara klonasi, akan sangat menurunkan derajat dan
martabat manusia, sampai dapat disamakan dengan derajat-martabat balderi.
Dan sudut sosial dan hulum, upaya reprodulsi secara ldonasi juga akan
mengacaukan sistermv/pranata sosial dan huicim manusia, karena manusia hasil
ionasi tersebut tidalc memilild ayah dan ibu.
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licatan Dokder Indonesia melalui Muldamar yang ke X0 tahun 1997 di

Padang, menyalakan sebagai berild ;

1

Menclak dilalaikannya k!onas: pada manusia, karena upaya itu
mencerminikan pentrtinan derajat serta rnartabat manusia sampai setingiat
dengarn balderi menghasifican manusia yang tidak memilili ayah dan ibu
alami maupun genetil, yang kebih lanjut alcan merusak sistem/pranata
hutlcim dan sosial manusia. Dalam kaitan dengan penciakan tersebut,
menghimbau para ilmuwan khususnya dolder agar tidalk mempromasikan
idonasi dalam kaitan dengan reproduld manusia.

Mendorong iimuwan untuk tetap memanfaatian bio-telnologi idonasi,

2.1 pada seljaringan dalam upaya meningkatian derajat kesehatan
melalui al. pembuatan zat antf atau antigen monoidonal, yang dapat
digunakan dalam banyak bidang kedolderan bailc aspek diagnosis
matpun aspek pengobatan.

2.2 pada sel atau jaringan hewan dalam upaya penelitian kemunglinan
melfaluian idonasi organ, serta penelitian febin lanjut kemunglkinan
diaplikasilcannya kionasi organ manusia untulc dirinya sendiri.
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Addendum 2:
Penjelasan Khusus yang Terkait dengan Proses Implementasi KODEKI (Hasil
Mukernas Etika Kedckteran Ill), April 2001.

l. PENDAHULUAN

Profesi dokter sejak awalnya merupakan profesi yang luhur dan mulia yang
ditunjukkan oleh adanya 6 sifat dasar yang harus dimiliki deh setiap dokter yang
terdiri dari
Sifat ketuhanan.
Kemurnian niat.
Keluhuran budi
Kerendahan hati.
Kesungguhan kerja
Integritas ilmiah dan sosial.
Kode etik kedokteran disusun agar 6 sifat dasar tersebut dapat dilaksanakan
pada pengamalan profesi kedokteran. Kita menyadari, pada saat ini banyak kritik
masyarakat terhadap implementasi Etik Kedokteran. Hal tersebut tentunya tidak
terlepas dan 6 sifat dasar yang membuktikan keluhuran dan kemuliaan profesi dokter
tersebut diatas. Tiga sifat terakhir yaitu kesungguhan kerja, kerendahan hati,
integritas ilmiah dan sosial dapat disaksikan masyarakat secara kasat mata dan
obyektif yang bisa disebutkan sebagai dimensi sosial, tetapi sifat dasar lainnya,
seperti kemurnian niat merupakan dimensi franscendental yang hanya dirasakan
oleh yang bersangkutan sehingga bersifat subyektif dan hanya diketahui oleh yang
bersangkutan dan Tuhan,
Sejalan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kode
Etik Kedokteran pada pengamalan profesi kedokteran, dirasa perlu adanya Proses
Implementasi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEK]I).

R

. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KODEKI
Etika tidak bisa dilepaskan dan moral yang berarti sikap, kebiasaan yang

terbentuk dari sebuah proses yang lama dalam suatu masyarakat yang bisa

mempengaruhi pada implementasi etika, dan hal tersebut tentunya berlaku pula

untuk implementasi KODEKI.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KODEK] adalah, sebagai berikut :

2.1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pada urmurmnya para dokter mengetahui pertama kali tentang Kode Etik
Kedckteran adalah pada waktu kuliah di Fakultas Kedokteran. Qleh karena
salah satu mata kuliah di Fakultas Kedckteran adalah Etik Profesi. Namun
dengan belum adanya standarisasi penyelenggaraan Fakultas Kedckieran
yang berkaitan dengan KODEKI| maka pemaharnan KODEKI cleh para dokter
menjadi tidak sama. Di lain pihak pengenalan dan pemaharman KODEKI
perlu dilakukan berkesinambungan, dengan belum terstandarisasinya
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22

2.3.

24

25.

26

kursus etik profesi maka berdampak pula terhadap pengenalan dan
pemahaman KODEKI terhadap para dokter saat ini. Berdasarkan hal
tersebut, maka pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap
implementasi KODEKI.

FAKTOR INTRINSIK INDIVIDU

Di atas telah diuraikan bahwa etika tidak bisa dilepaskan dan moral yang berarti
sikap, kebiasaan yang terbentuk dan sebuah proses lama yang bisa
menunjukkan sikap yang baik dan sikap yang buruk. Dan kita ketahui sikap
dan kebiasaan tersebut dapat dipengaruhi cleh faktor instrinsik individu.

LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM

Seorang dokter dalam mengimplementasikan KODEK! dapat dipengaruhi oleh
lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Oleh karena perubahan
lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan hukum akan merubah pula sistem
nilai, yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap implementasi KODEK].

PENGAWASAN

Belum berfungsinya pengawasan secara optimal, mempengaruhiimplementasi
KODEKI. Lemahnya pengawasan telah menyebabkan KODEKI tidak
dilaksanakan dengan baik dan malahan ada yang melanggarnya. Oleh karena
itu, pengawasan memegang peran penting dalam implementasi KODEK].

PENEGAKAN BAGI PELANGGAR

Lemahnya pengawasan yang berdampak terhadap pelanggaran KODEK] perlu
ditindaklanjuti dengan penegakan bagi pelanggar. Dengan adanya penegakan
bagi pelanggar diharapkan implementasi KODEKI| dapat berjalan dengan baik.

HUBUNGAN DENGAN PROFES| KESEHATAN DAN INSTANS| TERKAIT
Para dckter dalam melaksanakan kegiatannya dapat berhubungan dengan
profesi kesehatan lainnya dan dapat pula berhubungan dengan instansi terkait.
Hubungan tersebut tentunya akan mempengaruhi para dokter dalam
mengimplementasikan KODEKI.

PROGRAM IMPLEMENTASI KODEKI
Perubahan sosio-ekonomi masyarakat yang diikuti dengan meningkatnya

pendidikan masyarakat telah merubah sistem nilai dan perilaku di masyarakat.
Perubahan sistem nilai dan perilaku para dokter yang pada gilirannya telah
mengurangi pengamalan profesi kedokteran. Hal tersebut terlihat bahwa pada
saat ini banyak kritik masyarakat terhadap implementasi KODEKI. Kiritik
masyarakat terhadap implementasi KODEK]| tersebut tentunya tidak terlepas
dari adanya enam sifat dasar yang harus membuktikan keluhuran dan kemurnian
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profesi dokter yaitu ketuhanan, keluhuran budi, kemurnian niat, kesungguhan
kerja, kerendahan hati dan integritas ilmiah dan sosial. Oleh karena itu program
implementasi KODEKI sangatlah penting. Dengan adanya program implementasi
diharapkan adanya kejelasan arah dan tujuan implementasi KODEKI yang pada
akhimya diharapkan meningkatkan citra dokter Indonesia yang pada saat ini
sedang menurun.

Proses implementasi KODEKI terdiri dari :

3.1. FASE PERSIAPAN

Pada fase persiapan ini yang diperlukan adalah standarisasi dan pedoman.
Fase persiapan ini diharapkan dilaksanakan di Pengurus Besar IDI {IDI Pusat)
dan DI Wilayah. Langkah-langkah yang dilakukan pada fase persiapan sebagai
berikut:

3.1.1. Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat
menyusun standarisasi pendidikan Fakultas Kedokteran yang
berkaitan dengan KODEKI. Dengan adanya standarisasi diharapkan
semua mahasiswa Kedokteran di Indonesia mendapat bekal
KODEKI yang sama sehingga dalam melakukan implementasi juga
sama. Standarisasi pendidikan tersebut meliputi :

+ Sillabi etik profesi

* Buku ajar KODEKI dan Keprofesian
+ Sillabi kursus

* Buku pedoman untuk kursus

» Kualifikasi tenaga pengajar

* Modul etik

3.1.2. mengingat budaya masing-masing wilayah tidak sama maka
standarisasi pendidikan Fakultas Kedokteran yang berkaitan dengan
KODEKI perlu ditindaklanjuti oleh IDI Wilayah untuk membuat
pedoman-pedoman yang disusun oleh IDI Wilayah diharapkan dapat
membantu dan memperjelas implementasi KODEKI di wilayah.

3.2. FASE PELAKSANAAN

Agar dapat melaksanakan implementasi KODEKI dengan baik maka harus
dimulai sejak menjadi mahasiswa kedokteran sampai menjadi dokter dan
melaksanakan kegiatan sebagai profesi dokier. Berdasarkan hal tersebut,
pelaksanaan implementasi KODEKI sebagai berikut :

3.2.1. Pendidikan under graduate di Fakultas Kedokteran (& 1)
Pengenalan, penghayatan dan pemahaman KODEKI perlu dilakukan
sedini mungkin, yaitu melalui pendidikan under gradtate di Fakultas
Kedokteran. Dengan dimulainya pengenalan dini diharapkan para
dokter dapat mengetahui, memahami, menghayati dan
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3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.25.

3.2.8.

3.2.7.

mengamalkan & sifat dasar yang membukiikan keluruhan dan
kemuliaan profesi dokter.

Kursus terstruktur, tatap muka dan jarak jauh cleh Lembaga
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan {PKB) IDI.

Agar KODEKI dapat terus diingat coleh para dokter maka perlu ada
pelatihan/kursus yang terstruktur mengenai KODEKI. Kursus dapat
menggunakan sistern tatap muka tetapi juga dapat dengan sistemn
jarak jauh. Dengan sistem jarak jauh diharapkan cakupan pesertanya
dapat lebih banyak dan dengan hasil yang tidak berbeda dengan
sistern tatap muka. Misalnya melalui Tefe Conference, Tele Seminar.
Kuliah etik pada tiap PKB/Perternuan ilmiah

Tak dipungkiri PB IDI maupun IDI Wilayah sering mengadakan
pertemuan ilmiah atau menyelenggarakan PKB. Pertemuan ilmiah
dan PKB tersebut dapat merupakan wahana yang baik untuk
melakukan sosialisasi KODEK| secara berkesinambungan dan
berkelanjutan. Disarankan atau agar dibuat kebijakan cleh PB IDI
bahwa sebelum PKB/pertemuan lImiah dilaksanakan perlu diawali
dengan Kultum {Kuliah Tujuh Menit) mengenai KODEKI.

Kursus Etik bagi anggota MKEK

Di dalam struktur organisasi |IDI, MKEK mempunyai pengenalan,
penghayatan dan pemahaman yang sarma mengenai KODEKI maka
anggota MKEK wajib mengikuti Kursus Etik. Disarankan MKEK Pusat
membuat Kursus Efik bagi MKEK Wilayah, sedangkan MKEK Wilayah
membuat Kursus Etik bagi MKEK Cabang.

Melaksanakan dan mengembangkan fungsi-fungsi dalam struktur
crganisasi MKEK.

Pemberdayaan panitia etik/Komite Etik di rumah sakit dalam membuat
kebijakan. Untuk menangani masalah etik di rumah sakit, maka setiap
rumah sakit wajib mempunyai panitia etik/komite etik. Kewajiban ini
telah tertuang dalam standar akreditasi rumah sakit. Harus diakui
panitia etik/komite etik di Rumah Sakit (RS) pada saat ini belum
berfungsi optimal dan kurang diberdayakan. Agar implementasi
KODEK|di RS dapat berjalan dengan baik maka pengawasan secara
berkesinambungan perlu dilakukan. Panitia etik/lkemite di RS
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

Koordinasi dengan profesi kesehatan lain dan institusi lain terkait.
Implermnentasi KOGDEK! sangatlah dipengaruhi cleh profesi kesehatan
lain dan institusi lain terkait cleh karena itu dalam rmelaksanakan
implementasi KODEKI perlu melakukan koordinasi dengan profesi
kesehatan lain dan institusi lain terkait. Sebagai contoh kerja sama
dckter dengan perusahaan farmasi dapat diantisipasi dengan
melakukan koerdinasi dengan profesi farmasi, dengan dilaksanakan
kode etik kedckteran dan kode etik farmasi diharapkan dapat
meminimalkan pelanggaran etik profesi tersebut. Dilain pihak Badan
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3.3.

3.4.

3.5

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menganggap kerja sama
dokter dan perusahaan farmasi bukanlah merupakan pelanggaran
etika tetapi merupakan pelanggaran hukum, IDI dan ISFI harus
melakukan koordinasi dengan institusi terkait untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

PENGAWASAN/EVALUASI

Sudah menjadi sifat manusia, apabila tidak diawasi maka berani melakukan

pelanggaran. Oleh karena itu, implementasi KODEKI perlu diikuti dengan

sistem pengawasan/evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Hal-hal yang peru dilakukan pada pengawasan/evaluasi adalah sebagai

berikut :

a. MKEK melaksanakan pengawasan secara aklif dan pasif. Agar ada
kejelasan siapa, kapan dan bagaimana melakukan pengawasan/
evaluasi maka PB IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat membuat
pedoman pengawasan/evaluasi yang merupakan acuan umum,
sedangkan 1Dl Wilayah melalui MKEK Wilayah membuat petunjuk
teknis pengawasan/evaluasi yang merupakan penjabaran pedoman
yang disusun PB IDI melalui MKEK Pusat sesuai dengan budaya,
situasi dan kondisi wilayah.

b. Panitia Elik RS sebagai pemantau di RS
Seperti disebutkan diatas bahwa RS wajib mempunyai panitia etik
maka panitia etik di RS ini diharapkan dapat secara optimal melakukan
pengawasan secara aktif maupun pasif implementasi KODEKI. Oleh
karena itu panitia etik RS diharapkan mempunyai prosedur tetap
pengawasan/evaluasi KODEKI serta pencatatan dan pelaporan
masalah etik.

c. Perlu adanya pelaporan kasus etik secara berkala dan berjenjang.
Perlu dikembangkan format laporan kasus etik dan tata cara pelaporan
secara berkala dan berjenjang.

PENEGAKAN IMPLEMENTASI ETIK

Penegakan implementasi etik dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

3.4.1. Panitia etik RS memecahkan masalah etik di rumah sakit

3.4.2. Panitia etik RS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa diselesaikan
di RS ke MKEK/MAKERS! (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit).

34.3. MKEK menangani kasus etik pengaduan dan masyarakat.

34.4. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan
hukurn dan etika lain yang berlaku.

ORGANISASI MKEK

Yang paling penting dalam organisasi MKEK adalah kedudukan MKEK
dengan IDI. Mengacu kedudukan MKEK Pusat, maka MKEK Wilayah
diharapkan berkedudukan sejajar dengan IDI Wilayah dan dapat bekerja
secara otonom.
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IV. LAIN-LAIN

4.1 Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat agar membuat fatwa
mengenal kasus terminal state

4.2. IDI,PERSI, GP Farmasi dan ISFl agar membuat “guidelines”yang
jelas tentang ketentuan promosi obat, alat kesehatan dan kosmetik
dan sekaligus membuat badan penyelesaiannya.

4.3. Pelanggaran ketentuan promosi agartidak dijadikan sebagai produk
hukum tetapi sebagai masalah etika.

44. IDUVIMKEK dan PERSI/MAKERSI agar bersama-sama membuat
model untuk terciptanya Hospital By Laws.

4.5. IDldan ISFl agar terlibat langsung dalam audit dan sertifikasi obat
tradisional.

4.6.  Agar Dl membuat tim tetap penguji kesehatan pejabat tinggi negara
sambil menunggu dikeluarkan ketentuan perundangan.

4.7. IDI dan pejabat kesehatan setempat melakukan pengawasan
terhadap penggunaan tenaga dokter asing di wilayah masing-
masing.

V. PENUTUP

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
kewajiban dokter, yaitu kewajiban umum, kewajiban kepada pasien,
kewajiban kepada diri sendiri dan teman sejawatnya. Keharusan
mengamalkan kode etik disebutkan dalam lafal sumpah dokter yang
didasarkan pada PP No. 26 tahun 1980. Ini berarti terbuka kemungkinan
memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik.
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